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A. Latar Belakang Masalah 
Masa depan anak adalah hal yang penting dan harus dijaga oleh 
orang tua, masyarakat, dan pemerintah karena dalam dirinya melekat 
harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung 
tinggi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
sebagai pelaksanaan Konvensi PBB Hak Anak mengamanatkan agar 
Negara melindungi keberadaan dan terpenuhinya hak anak karena melihat 
bahwa anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus 
masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) 
Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga 
perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara 
sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. 
SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak 
dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan 
menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, 
tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari 
sepertiga penduduk Indonesia. Namun dalam kenyataannya masih banyak 
ditemui berbagai bentuk eksploitasi maupun tindak kekerasan yang 
menimpa anak seperti perdagangan anak (child trafficking), penganiayaan 
dan penelantaran anak serta eksploitasi seksual yang sangat 
memprihatinkan dan sungguh merisaukan. 
Anak-anak yang dilacurkan (AYLA) atau anak korban eksploitasi 
seksual komersial anak (ESKA) saat ini telah menggejala di kota-kota 
besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, juga kota-kota kecil seperti 
Yogyakarta, Semarang dan Surakarta. Masalah ini sungguh 
memprihatinkan karena korbannya adalah anak-anak dimana kalau dilihat 
dari sudut kematangan seksual belum dewasa. 
(http://www.suarakomunitas.net/?lang=id&rid=64&id=6636). Hal yang 
sama juga disampaikan oleh AKBP Sundari dari Bareskrim POLRI bahwa 
“anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, 
maupun sosial karena kondisinya yang rentan dengan pengaruh masih 
tergantung sama orang lain dan masih butuh tumbuh kembang, maka dari 
itu anak sangat rentan terhadap tindak eksploitasi, kekerasan dan 
keterlantaran” (www.gugustugastrafficking.org). 
Anak-anak ini belum mengetahui resiko dari apa yang mereka 
lakukan (melakukan hubungan seks usia dini) sehingga kehamilan dini dan 
penularan PMS (Penyakit Menular Seksual) dengan seluruh permasalahan 
lainnya sampai mungkin terjadi pada mereka. Selain itu masalah pelacuran 
anak ini jelas akan mempengaruhi perkembangan pribadi dan masa depan 
mereka. Mengingat hal tersebut seharusnya pemerintah maupun semua 
elemen masyarakat dapat memberikan perlindungan yang sungguh-
sungguh dalam rangka proses tumbuh-kembang anak. 
Dalam masyarakat istilah Eksploitasi Seksual Komersial Anak 
(ESKA) mungkin belum banyak didengar atau belum dipahami dengan 
baik, walaupun sebenarnya kasus-kasus yang terkait dengan ESKA sudah 
banyak ditemui baik lewat media cetak ataupun media elektronik. ESKA 
sendiri adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dimana didalamnya 
ada tiga bentuk yaitu pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan 
anak untuk tujuan seksual. (Hasil wawancara dengan Yayasan Kakak dan 
terdapat juga dalam http://www.unicef.org/Indonesia/id/Factsheet_ 
CSEC_trafficking Indonesia_Bahasa Indonesia.pdf Akses tanggal 19 
November 2009 Pukul 10:28 WIB). 
Berdasarkan data UNICEF, di Indonesia diperkirakan 30 persen 
pekerja seks komersial wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada 
beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-
70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak 
diperdagangkan tiap tahun. Praktik perdagangan manusia ini dapat 
dipahami memiliki daya tarik tersendiri, karena ternyata menjanjikan 
keuntungan cukup fantastis yakni mencapai 32 milyar dolar AS atau 
sekitar Rp.288 trilyun lebih (www.kksp.or.id). Sementara itu, ILO juga 
memperkuat dengan menunjukkan data bahwa sekitar 7452 anak di 
kawasan Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur 
melakukan aktifitas seksual komersial. (http://kakak.org/home.php? 
page=artikel&id=83 akses tanggal 11 Mei 2010 Pukul 11:25 WIB). 
Walaupun banyak sumber lain menyebutkan jumlah tersebut masih jauh 
dari realita. 
Menurut UNICEF, kota-kota di Indonesia belum memenuhi 
kriteria kepedulian dan keberpihakan kepada anak-anak, sehingga belum 
ada satu pun yang masuk daftar kota layak anak (Antara, 9 Februari 2010 
dalam http://harianjoglosemar.com/berita/mewujudkan-kota-layak-anak-
12806.html Akses 04 Juli 2010 Pukul 18:08 WIB). Dengan melihat 
banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi baik 
secara seksual, fisik, psikis, maupun penelantaran, selain itu, ada juga 
kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi sosial-ekonomi. Anak dianggap 
sebagai komoditas, tenaga kerja murah, diperdagangkan, dilacurkan, dan 
terjerat dalam sindikat pengedar narkoba, atau yang dipaksa berada di 
jalanan karena berbagai sebab. 
Ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orangtua 
mengenai arti anak. Berdasarkan Laporan Indonesia Pelaksanaan 
Konvensi Hak Anak Periode I (1990-1992), II (1992-1997), III dan IV 
(1997-2007) pada sebagian orangtua memahami anak sebagai ‘amanah’ 
dan ‘titipan’ yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian 
orangtua ‘anak’ sebagai ‘aset keluarga’ dan ‘anak harus mengerti 
orangtua’. ( Patilima, Hamid dalam www.ykai.net Akses tanggal 04 Juli 
2010 Pukul 18:02 WIB).  Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang 
menyebabkan anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi 
ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan. 
Persoalan lain yang cukup dasar adalah kemiskinan yang menjadi 
satu-satunya kendala terbesar yang merintangi upaya memenuhi 
kebutuhan, melindungi dan menghormati hak anak. Anak-anak adalah 
warga yang paling terpukul oleh kemiskinan, karena kemiskinan itu sangat 
mendera mereka untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Prof. Irwanto, 
PhD bahwa “Salah satu paradoks pembangunan manusia modern adalah 
diakuinya anak-anak sebagai masa depan kemanusiaan, tetapi sekaligus 
sebagai kelompok penduduk yang paling rentan karena sering diabaikan 
dan dikorbankan dalam proses pembangunan itu sendiri. Ketika ekonomi 
membaik dan pembangunan di segala bidang bergairah, kepentingan anak 
tidak menjadi prioritas. Akan tetapi, manakala ekonomi memburuk, 
konflik berkecamuk, kekacauan sosial berkembang di mana-mana, anak 
menjadi korban atau dijadikan tumbal untuk memenuhi kebutuhan orang 
dewasa”. (Patilima, Hamid dalam www.ykai.net Akses tanggal 04 Juli 
2010 Pukul 18:02 WIB). Hal ini sungguh menjadikan anak sebagi pihak 
yang sangat tidak diuntungkan dimana perkembangan fisik, mental, 
maupun sosial anak menjadi terganggu serta terenggutnya hak-hak anak 
sebagai manusia. 
Menurut Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyaraat (PPK LPPM) Universitas Sebelas Maret 
(UNS) mengungkapkan bahwa kasus trafficking (perdagangan anak) dan 
eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di kota Solo pada tahun 2008 
sangat memprihatinkan, sebanyak 164 anak  mulai usia 12-17 tahun 
dinyatakan sebagai korban perdagangan anak dan ESKA (Eksploitasi 
Seksual Komersial Anak), baik lokal maupun antar provinsi. (Radar Solo 
Online, 08 Oktober 2009). 
Selain itu, berdasarkan pada pengamatan dan catatan Yayasan 
Kakak khususnya pada kasus anak yang dilacurkan, mereka sangat 
beresiko tinggi menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual. 
Dari penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan selama 3 tahun 
terakhir (periode 2005 – 2008) pada anak yang dilacurkan berjumlah 111 
anak, ternyata 90% diantara mereka pernah ditawari dan dibujuk untuk 
mendapatkan pekerjaan yang berindikasi perdagangan anak untuk tujuan 
seksual. Dari hasil penelitian ESKA pada tahun 2007 yang dilakukan oleh 
Yayasan Kakak bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan berhasil menjangkau 38 anak. Dari 38 anak tersebut ditemukan 
bahwa 2 anak korban sudah menjadi korban traffiking dan 12 anak 
terindikasi menjadi korban traffiking untuk tujuan seksual. Kebanyakan 
anak-anak menjadi korban ESKA pada saat umur 14 – 16 tahun. Bila 
dilihat dari tingkat pendidikannya, mereka masih duduk di tingkat SMP 
dan SMA. (http://kakak.org/home.php?page=artikel&id=83 akses tanggal 
11 Mei 2010 Pukul 11:25 WIB). Sementara untuk tahun 2009 Yayasan 
Kakak menjangkau dan mendampingi 29 anak yang dilacurkan yang 
terdiri dari 25 adalah perempuan dan 4 laki-laki. Sedangkan selama 
Januari-Juni 2010 menjangkau 16 anak yang semuanya adalah perempuan. 
(Arsip Yayasan Kakak). Jadi dapat disimpulkan untuk periode tahun 2005-
Juni 2010 Yayasan Kakak dapat menjangkau dan mendampingi 156 anak 
korban ESKA. 
Sungguh memprihatinkan melihat kondisi ini, terlebih Kota 
Surakarta adalah salah satu kota yang pada tahun 2006 memulai program 
Kota Layak Anak harus terkontaminasi dengan menjamurnya fenomena 
ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak). Selain itu angka-angka di 
atas harus dilihat dalam konteks fenomena gunung es artinya kasus yang 
terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil saja dari kejadian yang 
sebenarnya. Menyikapi hal tersebut sebenarnya Pemerintah Kota Surakarta 
telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Penanggulangan Eksplotasi Seksual Komersial, untuk melindungi hak-hak 
anak serta menyelenggarakan pelayanan dan perlakuan khusus terhadap 
korban eksploitasi seksual komersial dan menjatuhkan sanksi yang jelas 
dan tegas kepada pelaku. Peraturan Daerah ini sebagai dasar untuk 
melaksanakan program untuk pencegahan dan penanggulangan ESKA di 
Surakarta. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 
2006, Pasal 3 bahwa Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial 
mempunyai tujuan adalah untuk: 1) Mencegah, membatasi, mengurangi 
adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial; 2) Melindungi dan 
merehabilitasi korban kegiatan eksploitasi seksual komersial; 3) Menindak 
dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 4) Merehabilitasi pelaku agar kembali menjadi manusia yang baik 
sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan hukum. Dan ruang lingkup 
penyelenggaraan penanggulangan ESKA meliputi pencegahan, 
perlindungan, dan rehabilitasi. 
Upaya pemerintah untuk menanggulangi ESKA melalui tindakan 
pencegahan tampak pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Bapermas P3AKB misalnya dengan mengadakan kegiatan 
sosialisasi/penyuluhan PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia) 
serta kampanye publik yang diadakan setiap hari Anak Nasional pada 
tanggal 23 Juli. Pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan di tingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) yang anak-anaknya rentan menjadi korban 
ESKA. Namun sejauh ini upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil 
karena hingga saat ini mereka belum sepenuhnya menyadari resiko dari 
apa yang mereka lakukan (melakukan hubungan seks usia dini) dan masih 
melakukan aktivitas seksual. 
Pemerintah Kota juga telah memberikan beberapa pelayanan yaitu: 
pelayanan medis (konsultasi, Pengobatan, perawatan kesehatan, tes 
laborat, visum dan lain-lain); pelayanan psikologis (Konseling, Terapi, 
pendampingan psikologis); pelayanan Hukum (Penyidikan, konsultasi, 
pendampingan proses hukum dan lain-lain). Pemberian beberapa 
pelayanan ini belum memiliki Standart Pelayanan Minimal sehingga 
belum ada tolak ukur untuk mengetahui seberapa penanganan terhadap 
korban ESKA dijalankan dengan efektif dan efisien. Selain itu, masalah 
dana yang dimiliki seringkali tidak mencukupi untuk melaksanakan 
kegiatan dan rapat koordinasi yang berjalan kurang aktif. 
Pelaksanaan kegiatan yang dianggap kurang maksimal inilah yang 
menyebabkan jumlah korban ESKA di Kota Surakarta tidak berkurang 
justru bertambah. Untuk menghindari ketidakjelasan pelaksanaan kegiatan 
dan menjaga keberlanjutan kegiatan, maka dibutuhkan manajemen agar 
program yang dilaksanakan berjalan dan terkoordinasi dengan baik 
sehingga tujuan untuk menanggulangi ESKA dapat tercapai. Manajemen 
dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-
sasaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi 
masalah ESKA (Eksploitasi Seksuaal Komersial Anak) di Surakarta ini. 
Dari latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian tentang “Manajemen Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga 
Berencana (Bapermas P3AKB) Dalam Menanggulangi ESKA (Eksploitasi 
Seksual Komersial Anak) di Surakarta”. Penelitian ini akan membahas 
mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi 
masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di Kota Surakarta 
dan peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada kasus-kasus prostitusi 
dan perdagangan anak. Hal ini dikarenakan kasus prostitusi dan 
perdagangan anak lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan kasus 
pornografi anak. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam 
menanggulangi masalah ESKA ini dimulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan semua dilakukan 
oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta dalam wilayah kerja Bidang 
Perlindungan Anak yang berkerjasama dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) peduli terhadap permasalahan ESKA yang tergabung 
dalam Keanggotaan Gugus Tugas Penghapusan Eksploitasi Seksual 
Komersial Terhadap Anak (ESKA) Kota Surakarta maupun yang 
tergabung dalam PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak 
Surakarta)  serta pihak-pihak lainnya. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah adalah pokok-pokok bahasan yang akan 
dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
“Bagaimana Manajemen Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Bapermas 
P3AKB) Dalam Menanggulangi ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial 
Anak) di Surakarta?” 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 
Dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) dalam menanggulangi 
ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di Kota Surakarta. 
 D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Secara Teoritis sebagai sumbangan pemikiran yang dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih 
lanjut. 
2. Secara Praktis, memberikan pengetahuan, wacana baru dan 
gambaran mengenai permasalahan ESKA (Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak) di Surakarta. 
3. Secara individu, karya ini semakin melatih kepekaan penulis dalam 
menemukan permasalahan publik. Karya ini juga sebagai salah satu 
bentuk kepedulian penulis terhadap masalah ESKA yang 













A. Landasan Teori 
1. Manajemen 
a. Pengertian Manajemen 
Manajemen sangat dibutuhkan oleh semua organisasi, karena 
tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan 
akan lebih sulit. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan 
diterima secara universal. Dikatakan bahwa manajemen mempunyai 
arti yang kompleks, diantaranya dikemukan oleh Stoner yaitu 
“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 
organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya 
agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Yahya, 
Yohannes. 2006: 1) 
Dalam Encylopedia of the Social Science dikatakan bahwa 
Manajemen adalah suatu proses dimana proses pelaksanaan suatu 
tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Menurut Robert L. 
Trewathn dan M. Gene Newport dalam buku mereka yang berjudul 
“Management” menyatakan bahwa Manajemen adalah proses 
perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan serta mengawasi 
aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi sebagai upaya untuk 
mencapai suatu koordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-
sumber daya alam dalam pencapaian sasaran yang efektif dan efisien. 
(Winardi, 1990: 4). 
Haimann juga memberikan pendapatnya bahwa Manajemen 
adalah fungsi untuk mencapai sesuaatu melalui kegiatan orang lain dan 
mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. 
dahulu (Manullang, 1988: 15). Sedangkan menurut Siswanto (2006: 2), 
manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian , pengendalian, terhadap 
orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. 
Menurut Cole (2004) dan Dubrin (2006) dalam European 
Journal of Social Sciences, Vol 11, No 3 (2009) menyatakan bahwa 
“Management theory provides a simple conceptual framework for 
organizing knowledge and for providing a blueprint for action to help 
guide organizations toward their objectives. Manajemen juga diartikan 
yaitu sebagai berikut : 
“Scientific management can be seen as the starting point 
from where the managerial aspect of organizations are 
systematically being analyzed and improved for practical 
application in the day to day running of organizations”. 
(Cole dan DuBrin dalam http://www.eurojournals.com/ 
ejss_11_3_06.pdf  Akses 4 Agustus 2010 Pukul 11:57 
WIB) 
Dalam bukunya Siswanto (2006: 1-2) yang berjudul 
“Pengantar Manajemen” disajikan beberapa pendapat para ahli 
mengenai batasan Manajemen, antara lain: 
John D. Millet lebih menekankan bahwa:  
”Management is the process of directing and facilitating the work 
of people organized in formal groups to achieve a desired goal 
(Manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian 
fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok 
formal untuk mencapai tujuan). 
James A.F. Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan 
manajemen sebagai berikut: 
“Management is the process of planning, organizing, 
leading,and controlling the efforts of organization members and of 
using all other organizational resources to achieve stated 
organizational goals (manajemen adalah proses perencanaan 
pengorganisasian, kepeimpinan, dan pengendalian upaya anggota 
organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya 
demi tercapainya tujuan organisasi) 
 
Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard memberikan batasan 
manajemen yaitu 
“as working and through individuals and group to accomplish 
organizational goals (sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan 
dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan 
organisasi). 
Menurut Lawrence A. Appley mengatakan bahwa manajemen 
adalah keahlian untuk menggerakkan orang untuk melakukan 
pekerjaan dalam rangka tercapainya tujuan. (Syamsi, Ibnu. 1988: 68). 
Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
manajemen merupakan proses yang dilakukan dengan menggunakan 
sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditentukan. Proses tersebut berupa aktivitas mulai dari kegiatan 
perencanaan, pengorganisasian, kordinasi, dan pengawasan atau 
pengendalian yang didalamnya meliputi kegiatan penentuan tujuan 
yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta tahapan untuk 
mencapainya, pengadaan sumber daya dalam upaya untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok atau organisasi yang tidak 
dapat dilakukan secara perorangan atau individual sehingga diperlukan 
kerjasama yang baik. Melalui manajemen diharapkan proses dalam 
pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien 
melalui pembagian tugas dan wewenang yang jelas. 
 
b. Fungsi Fungsi Manajemen 
Kegiatan-kegiatan dalam manajemen merupakan tugas pokok 
yang harus dijalankan pimpinan dalam organisasi apapun. Tugas 
pokok tersebut pada hakikatnya merupakan fungsi manajemen dalam 
sebuah organisasi. Mengenai macam fungsi manajemen itu sendiri, 
terdapat persamaan dan perbedaan pendapat, namun sebenarnya 
pendapat-pendapat tersebut saling melengkapi. Pendapat mengenai 
fungsi–fungsi manajemen dijelaskan sebagai berikut: 
George R Terry dalam Yohanes Yahya (2006: 15) berpendapat 
bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi yaitu Perencanaan 
(Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakkan (Actuating), 
Pengendalian (Controlling). 
Sementara itu, Henry Fayol menyatakan bahwa fungsi-fungsi 
manajemen terdiri dari 5 fungsi yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, 
Penyusunan Personalia, Pengarahan, dan terakhir  Pengawasan. 
(Yahya, Yohanes. 2006: 11-12). 
Luther Gullick mengatakan bahwa fungsi manajemen, yang 
disingkat dalam huruf POSCoRDB, huruf pertama dari kata tersebut 
menunjukkan tiap fungsi manajemen yang meliputi Planning, 
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan 
Budgeting. (Syamsi, Ibnu. 1994: 60-61). 
Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Manajemen” 
Manullang (1988: 19) mengemukakan pendapat beberapa tokoh 
mengenai fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: 
Louis A. Allen mengemukakan fungsi manajemen yang 
meliputi Leading, Planning, Organizing, Controlling. 
Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa fungsi-fungsi 
manajemen yaitu Planning, Organizing, Directing, atau Actuating, 
Controlling. 
Sedangkan Koontz dan O’Donnel menekankan bahwa fungsi-
fungsi manajemen meliputi Organizing, Staffing, Directing, Planning, 
Controlling. 
Lyndal. F. Urwick  berpendapat bahwa fungsi-fungsi 
manajemen yaitu Forecasting, Planning, Organizing, Commanding, 
Coordinating, Controlling. 
The Liang Gie memberikan batasan fungsi-fungsi manajemen: 
Planning, Decision making, Directing, Coordinating, Controlling, Improving. 
Sondang. P. Siagian  menyatakan bahwa fungsi-fungsi 
manajemen  yaitu Planning, Organizing, Motivating, Controlling. 
Dengan melihat  dari pengertian manajemen yang ada diatas 
dan juga mengenai fungsi fungsinya, maka mengenai manajemen 
dalam menanggulangi masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial 
Anak), penulis akan membahas tentang Perencanaan (planning), 
Pengorganisasian (organizing), Pengkoordinasian (coordinating) dan 
Pengawasan (controlling) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga 
Berencana ( Bapermas P3AKB) Kota Surakarta. Keempat fungsi 
manajemen tersebut dianggap relevan dengan manajemen dalam 
menanggulangi masalah ESKA yang terjadi di Surakarta karena 
Bapermas P3AKB Kota Surakarta melaksanakan fungsi perencanaan 
untuk menentukan hal-hal apa saja yang dilakukan dalam manajemen 
dalam menanggulangi masalah ESKA, melaksanakan fungsi 
pengorganisasian untuk mengatur kerja sama antar sumber daya yang 
berhubungan dalam penanggulangan ESKA, dan juga melakukan 
fungsi koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat 
dalam menanggulangi masalah ESKA serta melaksanakan fungsi 
pengawasan untuk dapat mengetahui pelaksanaan perencanaan 
penanggulangan masalah ESKA di lapangan, apakah sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan atau tidak dan dapat mengetahui hambatan-
hambatan yang ditemui. 
Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi manajemen 
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
i) Perencanaan (Plannning) 
Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang 
sangat penting karena menjadi awal mula penentuan tujuan yang 
ingin dicapai oleh suatu organisasi serta tahapan untuk 
mencapainya. Perencanaan diartikan oleh Siswanto (2006: 42) 
sebagai proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan 
menentukan cakupan penerapannya dengan mengupayakan 
penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 
Batasan lain mengenai Perencanaan dikemukakan oleh 
G.R. Terry sebagai berikut 
“perencanaan adalah memilih dan menghubungkan 
fakta serta membuat dan menggunakan dugaan 
mengenai masa yang akan datang, menggambar dan 
merumuskan aktivitas yang diusulkan dan dianggap 
perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan”. 
(Siswanto, 2006: 42) 
 
Hayashi (1972: 2) mendefinisikan perencanaan sebagai 
suatu proses bertahap dari tindakan yang terorganisasi untuk 
menjembatani perbedaan antara kondisi yang ada dan aspirasi 
organisasi. (Siswanto, 2006: 42). Sejalan dengan definisi ini maka 
proses perencanaan memiliki karakteristik dasar tertentu. Unsur-
unsur aktivitas atau tindakan dasar tersebut, sekurang-kurangnya 
dalam merumuskan suatu tujuan mencakup pengembangan 
program untuk mencapai sasaran, pelaksanaan program, dan 
pengorganisasian proses perencanaan itu sendiri. 
Dalam bukunya Manullang (1988: 47-48) yang berjudul 
“Dasar-dasar Manajemen” dikemukakan beberapa pendapat para 
ahli mengenai batasan Perencanaan, antara lain: 
William H. Newman mengatakan, “Planning is deciding in 
advance what is to be done.” (Perencanaan adalah penentuan 
terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan). 
Louis A. Allen lain pula perumusannya. Ia mengatakan, “Planning 
is the determination of a course of actions to achieve a desired 
result.” (Perencanaan adalah penentuan serangkain tindakan untuk 
mencapai sesuatu hasily yang diinginkan). 
Sedangkan Koonzt dan O’Donnel mengatakan, 
“Planning is the function of a manager which involves the selection 
from among alternatives of objectives, policies, procedures, and 
programs.” (Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang 
berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif daripada 
tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan 
program-program). 
Sondang P. Siagian (2005: 36) menyebutkan bahwa 
perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan 
yang  telah diperhitungkkan secara matang tentang hal hal yang 
akan dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu organisasi 
dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. 
Winardi (1990: 252) berpendapat bahwa Perencanaan 
menspesifikasi apa yang harus dicapai atau dilaksanakan pada 
masa mendatang, dan bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan. 
Selanjutnya dijelaskan pula bahwa fungsi perencanaan mencakup 
aktivitas-aktivitas manajerial yang mendeterminasi sasaran-sasaran 
dan alat-alat yang tepat untuk mencapai sasaran tersebut. 
Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan 
fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan 
kondisi baru secepat mungkin. Salah satu penting perencanaan 
adalah pembuatan keputusan (decision making), proses 
pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan  untuk 
memecahkan masalah tertentu. (Yahya, Yohanes. 2006: 33). 
Elemen-elemen perencanaan ada empat yang dikemukakan 
Winardi (1990: 253) yaitu sebagai berikut: 
1. Sasaran-sasaran; bersifat integral bagi rencana-rencana karena 
mereka mensspesifikasi komisi-komisi masa mendatang yang 
oleh perencanaan dianggap memuaskan. 
2. Tindakan-tindakan (actions); mereupakan alat-alat yang 
dipreferensi dan yang dispesifikasi untuk mencapai sasaran-
sasaran. 
3. Sumber-sumber daya;  mencakup tindakan penganggaran dan 
sumber daya yang dapat disalurkan untuk kepentingan arah 
tindakan yang direncanakan. 
4. Implementasi; meliputi penugasan dan pengarahan personil 
untuk melaksanakan rencana yang ada. 
Pada umumnya, suatu rencana yang baik berisikan atau 
memuat enam unsur yaitu: The what, the why, The where, The 
when, The who dan The how yang lebih dikenal dengan istilah 
5W+1H, seperti yang diungkapkan oleh Manullang (1988: 48-49) 
bahwa suatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada 
enam pertanyaan, yaitu sebagai berikut : 
a. Tindakan apa yang harus dikerjakan? 
b. Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? 
c. Di manakah tindakan itu harus dilaksanakan? 
d. Kapankah tindakan itu dilaksanakan? 
e. Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? 
f. Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu? 
Dari jawaban-jawaban pertanyaan di atas, sesuatu rencana 
memuat hal-hal berikut: 
1. Penjelasan tentang kegiatan-kegiatan apa yang akan dikerjakan, 
sumber dana dan daya yang dibutuhkan, serta sarana prasarana 
yang akan diperlukan. 
2. Penjelasan tentang alasan mengapa kegiatan-kegiatan  itu perlu 
dilakukan atau perlu  diprioritaskan pelaksanaannya. 
3. Penjelasan tentang tempat yang strategis untuk melaksanakan 
kegiatan. 
4. Penjelasan tentang kapan waktu pelaksanaan yang tepat. 
5. Penjelasan tentang  siapa (subyek) pelaksananya. 
6. Penjelasan tentang teknis pelaksanaan kerja operasionalnya. 
Perencanaan menjadi hal yang paling mendasar dari semua 
fungsi manajemen karena melibatkan pemilihan dari berbagai 
macam tindakan alternatif untuk dilakukan secara keseluruhan 
orang dan untuk tiap-tiap orang serta departemen di dalamnya. 
Perencanaan digunakan sebagai jembatan bagi masa depan dengan 
menghubungkan fakta-fakta yang ada kemudian mengusulkan 
aktivitas yang dianggap perlu dalam pencapaian hasil yang 
diinginkan. 
Dalam penelitian ini, perencanaan yang dilakukan oleh 
Bapermas P3AKB Kota Surakarta dalam penanggulangan masalah 
ESKA yaitu dengan membentuk Gugus Tugas/Panitia Kota 
Surakarta sebagai jembatan untuk menindaklanjuti masalah ESKA 
selain itu juga memaksimalkan peran organisasi jaringan dan 
lembaga yang sudah terbentuk yaitu PTPAS. Adapun program-
program kegiatan dalam upaya-upaya penanggulangan yang 
dilakukan oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta yaitu 
Pencegahan, Perlindungan, Rehabilitasi dan Reintegrasi. Selain itu 
juga ditentukan anggota atau mitra yang bertanggung jawab untuk 
pelaksanaan program/kegiatan serta menetapkan anggaran untuk 
aktivitas tersebut. 
ii) Pengorganisasian (Organizing) 
Yohanes Yahya (2006: 35) dalam bukunya yang berjudul 
“Pengantar Manajemen” mendefinisikan pengorganisasian sebagai 
berikut: 
“suatu proses untuk merancang struktur formal, 
mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas 
atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar 
tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien”. 
T. Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul 
“Manajemen” menjelaskan bahwa: 
“Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur 
organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber 
daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan 
yang melingkupinya. Pengorganisasian merupakan 
suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan 
ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan 
organisasi dapat tercapai dengan efisien“. (2003: 167) 
Pengorganisasian menurut Siswanto (2006: 75) adalah 
pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh 
anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antarpekerjaan 
yang efektif di antara mereka, dan pemberian lingkungan dan 
fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara 
efisien. 
Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2005: 60) 
pengorganisasian yaitu keseluruhan proses pengelompokkan orang-
orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab 
sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 
digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Carol Rusaw dalam jurnalnya yang berjudul Public 
Personnel Management (2009) Vol. 38, Iss. 4;  pg. 35, 20 pgs, 
menyataan bahwa 
“Organizations divide up work based on degree of task 
specificity, skills requirements needed to perform, and 
standard operating procedures that govern how work is 
completed.” (http://proquest.umi.com/pqdweb?did= 
1926309751&sid=1&Fmt=3&clientId=44698&RQT=3
09&VName=PQD  Akses tanggal 4 Agustus 2010 
Pukul 10:20 WIB) 
 
Winardi (1990: 375) menyatakan pendapatnya bahwa 
pengorganisasian diartikan sebagai proses dimana pekerjaan yang 
ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani, dan 
aktivitas mengkoordinasikan hasil-hasil yang dicapai 
untukmencapai tujuan tertentu. 
Menurut Siswanto (2006: 75-76) dalam pengorganisasian 
diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1. Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai; 
2. Deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas 
tertentu; 
3. Klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis; 
4. Memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang 
hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta 
lingkungan yang diperlukan untuk setiap aktivitas atau 
kesatuan aktivitas yang hendak dioperasikan; 
5. Penunjukan sumber daya manusia yang menguasai bidang 
keahliannya; 
6. Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada 
bawahan yang ditunjuk. 
Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanan fungsi 
pengorganisasian dihasilkan suatu organisasi yang dapat 
digerakkan sebagai suatu kesatuan yang dapat bekerja sama dan 
bergerak untuk menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan 
atau unit kerja. Dalam penelitian ini, Bapermas P3AKB selaku 
koordinator umum mengatur tugas atau membagi kerja antara 
pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan tentang 
penanggulangan ESKA di Surakarta. Dan pembagian kerja ini 
didasarkan pada keahlian yang dimiliki masing-masing mitra. 
Dalam hubungannya dengan masalah ESKA, pihak yang dirasa 
mampu dan konsen dalam permasalahan ini yaitu Yayasan Kakak 
(Kepedulian Untuk Konsumen Anak) yang juga bermitra dengan 
RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Poltabes atau Polres, Poliklinik 
Bhayangkara Polwil Surakarta serta Rumah Sakit (RSUD Dr. 
Moewardi)  dan Puskesmas (Puskesmas Sangkrah dan Manahan). 
 
 
iii) Pengkoordinasian (Coordinating) 
Menurut Ibnu Syamsi (1994: 113), koordinasi  adalah 
proses penarikan semua bagian organisasi, sehingga pengambilan 
keputusan, tugas-tugas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang-
orang dan unit-unit terarah pada pencapaian tujuan secara optimal. 
James A.F. Stoner dalam Ibnu Syamsi (1994: 113), 
mendefinisikan pengkoordinasian adalah proses mengintegrasi 
aktivitas dan objek dari unit-unit organisasi agar tercapai tujuan 
organisasi secara efektif. Sedangkan Winardi (1990: 389) 
berpendapat bahwa 
“koordinasi merupakan proses dimana aktivitas-
aktivitas individu-individu dan kelompok-kelompok 
dikaitkan satu sama lain, guna memastikan bahwa 
dicapainya tujuan bersama” 
 
 
Menurut Yohanes Yahya (2006: 35) koordinasi adalah 
proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang 
terpisah pada suatu organisasi utnuk mencapai tujuan organisasi 
secara efisien. 
T. Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul 
“Manajemen” berpendapat bahwa 
“koordinasi adalah proses pengintegrasiaan tujuan-
tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang 
terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) 
suatu organisasi untuk mencapai tujauan organisasi 
secara efisien. (2003: 195) 
 
 
Sementara itu, Manullang (1990: 78) mengatakan, 
Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit 
organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal 
mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. 
Ada dua macam dimensi kordinasi yang perlu dilaksanakan 
yaitu : 
1. Kordinasi vertikal yaitu mengorganisasikan aktivitas-aktivitas 
para individu dan kelompok-kelompoknya ke atas dan ke bawah 
pada hierarki otoritas. 
2. Kordinasi horisontal yaitu kegiatan yang melintas melalui 
organisasi yang bersangkutan guna mengkordinasi aktivitas-
aktivitas individu dan kelompok yang bekerja pada atau dekat 
dengan tingkat yang sama dalam hierarki yang ada. (Winardi, 
1990: 389). 
Koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut 
Manullang (1990: 78) ada empat cara utama dalam usaha 
memelihara koordinasi adalah 
1. Mengadakan pertemua resmi antara unsur-unsur atau unit-unit 
yang harus dikoordinasikan untuk membahas dan mengadakan 
pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan 
tujuan mereka yang akan berjalan seiring dan bergandengan 
dalam mencapai sesuatu tujuan. 
2. Mengangkat sesorang, suatu tim atau panitia koordinator yang 
khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi 
seperti memberi penjelasan-penjelasan atau bimbingan kepada 
unit-unit yang dikoordinasikannya. 
3. Membuat buku pedoman, dalam mana dijelaskan tugas dari 
masing-masing satu sama lain. Buku pedoman ini diberikan 
kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas 
masing-masing. 
4. Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan 
informal dengan bawahannya dalam rangka pemberian 
bimbingan, konsultasi dan pengarahan.  
Jadi dapat dikatakan bahwa koordinasi merupakan tugas 
pimpinan yang dilakukan dengan mengusahakan agar semua 
kegiatan dapat selaras dan anggota anggotanya dapat bekerja sama 
dengan baik sehingga tujuan dapat tercipta secara efisien. Dalam 
penelitian ini, koordinasi yang dilakukan Bapermas P3AKB Kota 
Surakarta terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan perencanaan tentang penanggulangan masalah ESKA 
yaitu 1) Penyedia pelayanan hukum: pihak kepolisian melalui RPK 
(Ruang Pelayanan Khusus) Poltabes atau Polsek; 2) Penyedia 
pelayanan kesehatan/medis: rumah sakit atau puskesmas 
(Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta, RSUD. Dr. Moewardi, 
Puskesmas Sangkrah dan Puskesmas Manahan) dan 3) Penyedia 
pelayanan ppsikkologis: LSM dalam hal ini Yayasan Kakak 
(Kepedulian Untuk Konsumen Anak). 
iv) Pengawasan (Controlling) 
Diantara beberapa fungsi manajemen, selain perencanaan 
fungsi lain yang memiliki peran yang sangat penting adalah 
pengendalian atau pengawasan (controlling), karena dalam 
pengawasan berusaha mengevaluasi apakah tujuan dapat tercapai 
dan apabila tidak dapat tercapai dicari faktor penyebabnya 
sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan (Siswanto, 2006: 
139). Sondang Siagian (2005:125) mendefinisikan pengawasan 
sebagai  usaha sadar dan sistematik untuk lebih menjamin bahwa 
semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-
benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Sedangkan menurut Yohanes Yahya (2006: 133) 
pengawasan didefinisikan sebagai berikut: 
“proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi  
dalam manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan 
cara-cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang 
direncanakan”. 
Menurut George. R. Terry dalam Manullang (1988 : 172) 
pengawasan diberi batasan : 
“Controlling is to determine what is accomplished, 
evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to 
insure result in keeping with the plan.” (Pengawasan 
adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, 
mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-
tindakan korektif untuk menjamin agar hasilnya sesuai 
rencana). 
Dalam Manullang (1988: 172-173) dikemukakan beberapa 
pendapat ahli tentang pengawasan antara lain: 
George R. Terry menyatakan, 
“Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and 
apply corrective measures, if needed, to insure result in 
keeping with the plan.” (Pengawasan adalah untuk menentukan 
apa yang dilakukan, mengevaluasinya, dan menggunakan 
ukuran korektif jika dibutuhkan, untuk menjamin hasil dalam 
pemeliharaan dengan rencana). 
 
 
Selanjutnya Newman mengatakan, “Control is assurance that the 
performance conform  to plan.” (Pengawasan adalaj jaminan 
bahwa kinerja sesuai dengan rencana). 
  Demikianpun Henry Fayol mengatakan, 
“Control consist in verifying whether everything occure in 
conformity with the plan adopted, the instruction issued and 
principles established. It has for object to point our weakness 
and errors in order to reactivity them and prevent recurrance. 
It operate in everything peoples, actions.” 
 
 
Sementara itu, Manullang (1988 : 173) mengartikan 
pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa 
yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu 
dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 
semula. 
Pengawasan didefinisikan Winardi (1990: 585) sebagai 
fungsi yang mencakup sekua aktivitas yang dilaksanakan oleh 
pihak manajer dalam upayanya memastikan bahwa hasil aktual 
sesuai dengan hasil yang direncanakan. 
Menurut Yohannes Yahya (2006: 135-137) proses 
pengawasan biasanya paling sedikit terdiri dari 5 tahap yang 
diterangkan sebagai berikut: 
1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) 
Standar pelaksanaan ini digunakan sebagai suatu 
pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk 
penilaian hasil-hasil 
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 
Merupakan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan 
nyata yang dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaanya dapat 
diukur dalam setiap jam, harian dan mingguan serta bulanan. 
Pengukuran ini dapat digunakan dalam bentuk report yang 
disediakan oleh staf pelaksana kegiatan yang akan dilaporkan 
kepada pemberi tugas atau atasan serta dapat dibaca dan 
dimengerti oleh staf lainnya. 
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 
Merupakan proses yang akan dilakukan secara 
berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk 
melakukan pengukuran pelaksanaannya yaitu melalui 
pengamatan, laporan-laporan lisan maupun tulisan, metode-
metode otomatis dan inspeksi pengujian atau dengan 
mengambil sampel. 
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisa 
penyimpangan 
Pengadaan sistem yang standar ini diperlukan sebagai 
bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan. Penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi ketika proses pelaksanaan 
pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan serta diperbaiki 
di masa akan datang sehingga kesalahan yang dibuat tidak akan 
terulang kembali. 
5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan 
Tindakan koreksi itu dapat diambil dalam beberapa 
bentuk standar yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki 
keduanya yang dapat dilakukan bersamaan. Koreksi yang 
diperlukan dapat berupa: 
a. Mengubah standar mula, ada kemungkinan standar yang 
dibuat terlalu tinggi. 
b. Mengubah pengukuran pelaksanaan. 
c. Mengubah cara dalam menganalisa dan 
menginterpretasikan penyimpangan- penyimpangan. 
Dari penjelasan yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa 
pengawasan yaitu usaha sadar dan sistematik yang diambil oleh 
organisasi guna mewujudkan rencana yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Suatu pengawasan sangat penting untuk dilakukan 
karena hal itu berkaitan dengan suatu organisasi. Dalam penelitian 
ini, pengawasan dilakukan agar upaya-upaya dalam menanggulangi 
masalah ESKA (Eksplotasi Seksual Komersial Anak) di Kota 
Surakarta dapat berhasil. Apabila ditemui hambatan-hambatan 
dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat segera ditindaklanjuti. 
2. Penanggulangan ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 
2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dalam 
Pasal 1 dijelaskan bahwa 
a. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan secara bertahap 
untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual komersial. 
b. Eksploitasi adalah tindakan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan 
atau kemampuan diri sendiri oleh pihak lain yang dilakukan  atau 
sekurang-kurangnya dengan cara sewenang - wenang atau 
penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik 
material maupun non material. 
c. Seksual Komersial adalah segala tindakan mempergunakan 
badan/fisik untuk kepuasan seksual orang lain dengan imbalan 
tunai atau dalam bentuk lain. 
d. Eksploitasi Seksual Komersial adalah tindakan eksploitasi terhadap 
orang (dewasa dan anak, perempuan dan laki-laki) untuk tujuan 
seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara orang, 
pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang 
memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas orang 
tersebut. 
e. Anak adalah seseorang yang  belum berusia 18 ( delapan belas ) 
tahun, atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan ESKA (Eksploitasi 
Seksual Komersial Anak) yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan 
tahap-tahap tertentu untuk mencegah terjadinya tindakan eksploitasi 
terhadap anak (perempuan dan laki-laki) yang  belum berusia 18 ( 
delapan belas ) tahun, atau belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau 
dalam bentuk lain antara orang, pembeli jasa seks, perantara atau agen, 
dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan 
seksualitas anak tersebut. 
Ada 3 (tiga) kegiatan yang termasuk dalam kategori ESKA, 
yaitu prostitusi anak, perdagangan anak dan pornografi anak. Adapun 
pengertian dari ketiga permasalahan yang berkenaan dengan ESKA 
tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Prostitusi anak, berasal dari istilah prostitusi yaitu penggunaan 
orang dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan 
imbalan dalam bentuk lain. Prostitusi anak sering juga disebut 
pelacuran anak yang berarti pemanfaatan seorang anak dalam 
kegiatan-kegiatan seksual untuk mendapatkan keuntungan atau 
pertimbangan lain apapun. 
2. Perdagangan anak atau Penjualan Anak berarti setiap tindakan atau 
transaksi dimana seorang anak ditransfer oleh orang atau pihak 
atau kelompok apapun kepada pihak lain untuk mendapatkan 
keuntungan atau karena pertimbangan lain. 
3. Pornografi Anak berarti tampilan apapun dengan sarana apapun 
dari seorang anak yang sedang melakukan kegiatan seksual yang 
nyata. (http://www.unicef.org/Indonesia/id/Factsheet_CSEC_ 
trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf. Akses tanggal 19 
November 2009. Pukul 10:28 WIB). 
Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 
Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dalam Pasal 1 
juga dijelaskan kegiatan yang masuk dalam kategori ESKA namun 
hanya difokuskan pada dua kegiatan yaitu: 
a. Perdagangan orang untuk tujuan seksual adalah kegiatan mencari, 
mengirim, memindahkan, menampung, menerima tenaga kerja 
dengan ancaman kekerasan dan atau kekerasan, bentuk-bentuk 
pemaksaan lainnya dengan cara menculik, menipu, memperdaya 
termasuk membujuk dan mengiming-imingi korban untuk tujuan 
eksploitasi seksual komersial. 
b. Prostitusi adalah penggunaan orang dalam kegiatan seksual dengan 
pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain. 
Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan fungsi-
fungsi manajemen dalam menanggulangi masalah ESKA (Eksploitasi 
Seksual Komersial Anak) di Kota Surakarta dan peneliti akan 
memfokuskan penelitiannya pada kasus-kasus prostitusi dan 
perdagangan anak. Hal ini dikarenakan kasus prostitusi dan 
perdagangan anak lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan kasus 
pornografi anak. Manajemen Bapermas P3AKB dalam menanggulangi 
ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di Kota Surakarta 
diartikan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen mulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan pengawasan yang 
dilakukan oleh Bapermas P3AKB selaku instansi yang bertanggung 
jawab secara teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
dalam upaya yang dilakukan secara bertahap untuk mencegah 
terjadinya masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di 
Kota Surakarta. 
3. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual merupakan konsep yang akan digunakan 
dalam penelitian untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran 
atau perbedaan persepsi antara maksud peneliti dan pembaca. Dalam 
penelitian ini akan digunakan beberapa definisi konseptual guna 
menjelaskan variabel-variabel di dalamnya. 
Untuk itulah dalam penelitian ini akan dikemukakan definisi 
konseptual berikut ini : 
Manajemen dalam menanggulangi masalah ESKA (Eksploitasi 
Seksual Komersial Anak) merupakan segenap kegiatan kerjasama yang 
memanfaatkan unsur-unsur sumber daya yang ada untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan sehubungan dengan penanggulangan 
masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) yang difokuskan 
pada kasus-kasus prostitusi dan perdagangan anak untuk tujuan seksual 
melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan 
pengawasan. 
- Yang dimaksud dengan perencanaan adalah keseluruhan proses 
penentuan hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang 
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini yaitu terkait 
dengan perencanaan apa saja yang ditetapkan oleh Bapermas 
P3AKB Kota Surakarta dalam menanggulangi masalah ESKA 
(Eksploitasi Seksual Komersial Anak) yang terjadi di Surakarta. 
- Yang dimaksud dengan pengorganisasian adalah pembagian kerja 
yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan 
pekerjaan. Dalam hal ini Bapermas P3AKB Kota Surakarta sebagai 
koordinator umum bertanggung jawab menjaga efektifitas dan 
efisiensi pelaksanaan perencanaan tentang penanggulangan ESKA 
dengan pihak-pihak yang terlibat. Sehingga tidak ditemui adanya 
saling bertentangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 
- Yang dimaksud dengan koordinasi adalah kesatuan tindakan antar 
berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Dalam hal ini yaitu pihak-pihak mana saja yang berkoordinasi 
dengan Bapermas P3AKB Kota Surakarta dalam pelaksanaan 
rencana menanggulangi masalah ESKA yang terjadi di Surakarta. 
-    Yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilaian terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan rencana semula. Dalam hal ini yaitu bentuk pengawasan 
yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB kota Surakarta untuk 
mengetahui sejauh mana pelaksanaan penanggulangan masalah 
ESKA di Surakarta. 
B. Kerangka Berpikir 
Kerangka pemikiran merupakan suatu uraian yang menjelaskan 
variabel-variabel serta keterkaitan yang terumuskan dalam perumusan 
masalah. Kerangka pemikiran ini dapat membantu penulis dalam 
menentukan tujuan dan arah penelitian serta dalam pemilihan konsep-
konsep yang benar. Salah satu faktor penting dilakukannya manajemen 
oleh Badan pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Dan Keluarga (Bapermas P3AKB) adalah untuk dapat 
menanggulangi masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) 
yang semakin mengkhawatirkan dan merisaukan di Kota Surakarta yaitu 
sebanyak 156 anak (berdasarkan penjangkauan dan pendampingan 
Yayasan Kakak periode tahun 2005- Juni 2010),  serta ikut berperan dalam 
menyukseskan target Kota Surakarta menjadi kota layak anak pada tahun 
2015. Untuk dapat mencapai sasaran secara optimal dibutuhkan 
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, koordinasi dan pengawasan sehingga tercapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 
berikut: 
Gambar 1 










Berdasarkan pada gambar kerangka berpikir di atas dapat 
dijelaskan bahwa  Perencanaan adalah segala tindakan yang diambil 
Bapermas P3AKB melalui penentuan apa yang akan dijalankan dan siapa 
yang menjalankan dengan data pendukung yang akurat untuk masa depan 
yang lebih tepat. Pengorganisasian dilakukan melalui pembentukan 
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Sasaran dapat tercapai yaitu ESKA dapat tereliminir dan 
terwujudnya perlindungan bagi anak serta kota Surakarta 
benar-benar sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2015. 
pengurus dari Bapermas P3AKB  selaku instansi pemerintah daerah yang 
secara khusus melaksanakan program kegiatan dalam menanggulangi 
ESKA dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan 
tentang penanggulangan masalah ESKA. Kegiatan penggerakan yang 
dilakukan dengan koordinasi merupakan tindakan merealisasikan apa yang 
telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu 
masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) dapat ditanggulangi 
atau dieliminir dan terwujudnya perlindungan bagi anak serta Kota 
Surakarta benar-benar menjadi kota layak anak pada tahun 2015. 
Pengawasan dilaksanakan dengan mengantisipasi kendala yang ditemui di 
lapangan. 
Manajemen dalam menanggulangi ESKA (Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak) merupakan serangkaian upaya-upaya penanggulangan 
yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB untuk mencegah, menekan, 
membatasi dan mengurangi perluasan dampak negatif yang ditimbulkan 
dari masalah tersebut. Meskipun dalam melaksanakan serangkaian 
program dan kegiatan menemui banyak faktor yang menghambat. Dengan 
adanya manajemen ini diharapkan dapat membantu dalam menanggulangi 
masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) serta dapat 
mencapai target program pengembangan Kota Layak Anak di kota 






A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan metode 
deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan fenomena, gejala, keadaan tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 
dan lain-lain, secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.  
Berbagai tabel juga disajikan, tetapi hanya bersifat diskriptif 
untuk mendukung uraian kualitatif yang disajikan. Sebagian data 
bersifat kualitatif didasarkan pada pengamatan langsung ke obyek 
penelitian dan wawancara dengan sejumlah informan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan manajemen yang dilakukan oleh  
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) 
dalam menanggulangi masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial 
Anak) di Surakarta, bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 
melalui berbagai program dan kegiatan serta hambatan apa saja yang 
ditemui dalam pelaksanaan tersebut di lapangan. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian mengenai manajemen dalam 
menanggulangi masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak)  
ini adalah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Bapermas 
P3AKB) Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 
Nomor 2 Surakarta Kode Pos 57111. Adapun penentuan lokasi ini 
adalah berdasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (SOTK), Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak Dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Kota Surakarta 
adalah instansi yang bertanggung jawab secara teknis dalam 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam upaya penanggulangan 
masalah ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di Kota 
Surakarta. Selain itu, adanya ketertarikan penulis mengenai fenomena 
ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) di kota Surakarta 
sebanyak 156 anak (berdasarkan penjangkauan dan pendampingan 
Yayasan Kakak periode 2005-Juni 2010), serta Kota Surakarta yang 
merupakan salah satu kota yang melaksanakan Program Kota Layak 
Anak pada tahun 2006 hingga sekarang. 
C. Sumber Data dan Teknik Sampling 
Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik 
purposive sampling di mana peneliti memilih informan yang dianggap 
dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat dipercaya 
untuk menjadi sumber data (Silalahi, 2009: 272-273) yaitu bersama 
Kepala Bidang Perlindungan Anak, Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga 
Berencana (Bapermas P3AKB) Kota Surakarta. Namun demikian 
informan yang dipilih dapat menunjuk informan lain yang dapat 
memberi informasi lebih lengkap (snowball sampling). (Silalahi, 2009: 
273-274). Menurut H.B. Sutopo (2002: 57), Teknik Snowball sampling 
adalah teknik pengambilan atau penentuan sampling tanpa persiapan 
yaitu peneliti mengambil orang pertama yang ditemui dan selanjutnya 
mengikuti petunjuknya untuk mendapatkan sampling berikutnya 
sehingga mendapatkan data yang lengkap dan mendalam, diibaratkan 
seperti bola salju yang menggelinding semakin jauh semakin besar. 
Dalam penelitian ini, Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapermas 
P3AKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) Kota Surakarta sebagai 
informan pertama yang dipilih menunjuk pihak-pihak lain yang dapat 
memberikan informasi berkaitan dengan  masalah ESKA (Eksploitasi 
Seksual Komersial Anak) yaitu Yayasan Kakak sebagai lembaga mitra 
yang berkoordinasi dengan Bapermas P3AKB Kota Surakarta dalam 
proses pendampingan korban ESKA baik itu dalam memperoleh 
pelayanan medis, pelayanan psikologis maupun pelayanan hukum. 
Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dalam 
penelitian ini dibedakan menjadi : 
 
1. Sumber Data Primer 
Yaitu sumber data yang di dapat secara langsung 
dari informan yang berkaitan dengan obyek penelitian 
(Silalahi, 2009: 289). Sumber data ini merupakan sumber 
data dari pihak yang pertama kali memberikan data kepada 
peneliti, yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan 
observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari: 
a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga 
Berencana (Bapermas P3AKB) Kota Surakarta 
Informannya adalah 
1) Kepala Bidang Perlindungan Anak 
2) Yayasan Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen 
Anak). 
b. Observasi lapangan yang terdiri dari kegiatan  - kegiatan 
yang berhubungan dengan Manajemen Penanggulangan 
ESKA. 
2. Sumber data Sekunder 
Merupakan sumber data yang dikumpulkan secara 
tidak langsung atau dari sumber-sumber lain yang telah 
tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2009: 291). 
Sumber data sekunder ini berupa dokumen-dokumen yang 
dapat berbentuk tabel statistik, buku peraturan, laporan-
laporan, atau arsip organisasi, catatan-catatan perpustakaan, 
brosur, leaflet dan data yang berasal dari internet yang 
menunjang penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Dalam mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti maka peneliti melakukan wawancara yakni 
percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi 
(Silalahi, 2009: 312). Estenberg (2002) mendefinisikan wawancara 
sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 
tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makana dalam suatu topik 
tertentu (Sugiyono, 2009: 231). Sedangkan Cholid Narbuko dan Abu 
Achmadi (2007: 83) berpendapat wawancara adalah proses tanya-jawab 
dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau 
lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 
atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan bersama Kepala 
Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 
(Bapermas P3AKB) Kota Surakarta dan Yayasan Kakak. 
2. Observasi 
Untuk mendapatkan data di lapangan maka peneliti melakukan 
pengamatan secara langsung di lapangan. Observasi (Pengamatan) 
diartikan oleh Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2007: 70) sebagai alat 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 
secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini, 
peneliti hanya bertindak sebagai peneliti pasif dimana peneliti hanya 
mengamati, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain 
sebagai pengamat pasif. Peneliti hanya mengamati bahwa di Kota 
Surakarta fenomena ESKA marak terjadi. Diperoleh data-data mengenai 
jumlah dan jenis eksploitasi seksual yang terjadi.  
3. Dokumentasi 
Teknik ini digunakan untuk mendukung data yang dikumpulkan dari 
hasil observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono (2009: 240) dokumen 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, 
gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Data penunjang 
dalam penelitian ini  berasal dari artikel, catatan, buku, arsip-arsip, surat 




E. Validitas Data 
Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi 
pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 
(Sugiyono, 2009: 267). Dengan demikian data yang dinyatakan valid 
apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa 
yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 
Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik 
triangulasi data yaitu dengan teknik pengecekan data dari berbagai 
sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono. 2009: 
273). Dalam penelitian ini, Pemeriksaan keabsahan data dilakukan 
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
sumber kemudian akan dideskripsikan dan dikategorikan sehingga 
akan diketahui mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana 
spesifik dari beberapa sumber data tersebut lalu akan dianalisis 
sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan dimintakan kesepakatan 
dengan berbagai sumber data yang memberikan informasi tersebut. 
Selain itu pengecekan data juga dilakukan dengan 
menggunakan teknik yang berbeda yaitu dilakukan wawancara dengan 
berbagai sumber data yang dapat memberikan informasi lalu dicek 
dengan data dokumen untuk memastikan kebenaran data. Dokumen 
tersebut berupa Peraturan-peraturan, leaflet, arsip-arsip atau laporan 
Bapermas P3AKB Kota Surakarta. 
F. Teknik Analisis 
Analisis data menurut Sugiyono (2009: 244) adalah proses 
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 
yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 
sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai 
di lapangan. Namun lebih difokuskan selama proses di lapangan 
bersamaan dengan pengumpulan data. 
Dalam penelitian ini, data yang telah peneliti kumpulkan telah 
dianalisis melalui tiga tahap yaitu data reduksi, penyajian data, dan 
penarikan simpulan. (Sutopo, 2002: 91-93). 
1. Data Reduksi 
Merupakan bagian dari proses analisis yang 
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang 
hal – hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian 
rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Data 
yang dirasa tidak dipakai disingkirkan. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya 
dikelompok menjadi berbagai kategori yang ditetapkan 
sebagai fokus penelitan. 
2. Penyajian Data 
Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang 
telah ditetapkan menjadi lebih rinci dengan melakukan 
analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang 
diperoleh sehingga memungkinkan simpulan penelitian 
dapat dilakukan. 
3. Penarikan simpulan/verifikasi 
Merupakan ringkasan atau rangkuman dari semua 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 
Secara sistematis, analisis data interaktif dapat digambarkan 
sebagai berikut : 
Gambar 2 





















DESKRIPSI LOKASI DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi 
1. Keadaan Umum Kota Surakarta 
Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan kota Solo, mempunyai 
luas wilayah 44.040.593 Ha. Wilayah Kota Surakarta terletak di tengah-
tengah antara wilayah pendukung yang cukup potensial, yaitu Kabupaten 
Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Klaten. Kota Surakarta 
terletak pada dataran rendah yang berada pada pertemuan Sungai Pepe, 
Jenes, dan Bengawan Solo yang mempunyai ketinggian kurang dari 92 
meter dari permukaan air laut, dan terletak secara astronomi antara 110’ 
45’’ 15-110’ 45’’ 35 Bujur Timur dan 7’ 56’’ 00 Lintang Selatan.  
Jika dilihat dari batas kewilayahan, Kota Surakarta dikelilingi oleh 
tiga kabupaten. Batas-batas wilayah Kota Surakarta adalah sebagai 
berikut: 
Sebelah Utara  : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali 
Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo 
Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar 
dan Kabupaten Boyolali. 
Sementara itu secara administratif, kota Surakarta terdiri dari 5 
(lima) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan, Kecamatan 
Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan 
Banjarsari. Dari kelima kecamatan ini, terbagi menjadi 51 kelurahan, 595 
Rukun Warga (RW) dan 2669 Rukun Tetangga (RT). 
2. Gambaran Umum BAPERMAS P3AKB Kota Surakarta 
Pada awalnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas 
P3AKB) Kota Surakarta dikenal dengan nama Dinas Kesejahteraan 
Rakyat Pemberdayaan Perempuan (DKRPP) Kota Surakarta yaitu 
merupakan penggabungan dari empat instansi yang sebelumnya berdiri 
sendiri-sendiri, keempat instansi tersebut adalah : 
1. Dinas Kesejahteraan Rakyat (Dinkesra) 
2. Dinas Sosial (Dinsos) 
3. Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) 
4. Kantor Keluarga Berencana (KB) 
Dengan ditetapkannya Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Surakarta, maka penggabungan dari ketiga instansi (Dinkesra, 
Dinsos, Bangdes) tersebut dinamakan Dinas Kesejahteraan Rakyat dan 
Pemberdayaan Perempuan. 
Melihat perkembangan jaman, kebijakan otonomi daerah dan 
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Kota Surakarta Nomor 6 
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Surakarta, maka Kantor Keluarga Berencana bergabung dengan 
Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan, sehingga 
nama dinas ini menjadi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) Kota Surakarta. 
Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta (SOTK) berganti nama menjadi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana (Bapermas P3AKB), terdiri dari empat bidang yaitu: 
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan 
3. Bidang Perlindungan Anak 
4. Bidang Keluarga Berencana 
 
3. Visi dan Misi 
a. Visi 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Kota 
Surakarta mempunyao visi yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan 
Masyarakat, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan Anak dan 
Keluarga Kecil Bahagia” 
b. Misi 
Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) 
adalah sebagai berikut: 
1. Menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat melalui 
pemberdayaan SDM berbasis kompetensi. 
2. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kelurga 
Berencana 
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga 
4. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang 
pembangunan 
5. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak 
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses 
pengambilan keputusan 
7. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. 
 
4. Tugas Pokok  dan Fungsi 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Kota 
Surakarta mempunyai tugas pokok dan melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana (Bapermas P3AKB) mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; 
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan; 
c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan 
sarana prasarana; 
d. Pembinaan dan pengembangan pengarustamaan gender dan 
peningkatan kualitas hidup perempuan; 
e. Pembinaan dan peningkatan perlindungan anak dan kualitas 
hidup anak; 
f. Pembinaan dan pengembangan keluarga berencana; 
g. Penyelenggaraan sosialisasi; 
h. Pembinaan jabatan fungsional 
i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan 
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi setiap bagian dalam 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Kota Surakarta 
mempunyai susunan tugas masing-masing. Oleh karena penelitian ini 
dilakukan di Bidang Perlindungan Anak maka pembahasan tupoksi akan 
dibatasi pada bidang tersebut saja. Untuk Bidang Perlindungan Anak 
mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perlindungan 
anak dan peningkatan kualitas hidup anak. 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan 
Anak membawahkan: Subbidang Pengembangan Perlindungan Anak dan 
Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Subbidang Pengembangan 
Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan 
anak, meliputi: perumusan kebijakan teknis dalam rangka pemenuhan hak 
perlindungan anak, penyelenggaraan dan pengembangan mekanisme 
perlindungan anak, fasilitas pengintegrasian hak-hak anak bagi anak-anak 
yang memerlukan perlindungan khusus dalam kebijakan dan program 
pembangunan, koordinasi, fasilitas, dan mediasi pelaksanaan kebijakan 
teknis perlindungan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan dan 
anak-anak dalam situasi khusus, pemberian bantuan teknis 
penyelenggaraan perlindungan anak yang responsif hak anak, penguatan 
dan pengembangan kelembagaan perlindungan anak. 
Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas hidup anak, meliputi: 
perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak untuk 
mewujudkan kesejahteraan anak, pelaksanaan pengintegrasian hak-hak 
anak dalam kebijakan dan program pembangunan, penyelenggaraan 
kegiatan peningkatan kualitas hidup anak yang terkait pemenuhan hak 
hidup, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi anak, koordinasi, 
fasilitas, dan mediasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak untuk 
pemenuhan hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi anak. 
 
5. Susunan Organisasi 
Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
(P3AKB) Kota Surakarta meliputi: 
1. Kepala Badan 
2. Sekretaris 
· Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
· Sub Bagian Keuangan 
· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
· Sub Bidang Kelembagaan 
· Sub Bidang Sarana dan Prasarana 
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan 
· Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan 
Perempuan 
· Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 
5. Bidang Perlindungan Anak 
· Sub Bidang Pengembangan Perlindungan Anak 
· Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
6. Bidang Keluarga Berencana 
· Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi 
· Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Usaha Ekonomi 
7. Unit Pelaksana Unit Badan (UPTB) 
· UPTB Banjarsari 
· UPTB Jebres 
· UPTB Laweyan 
· UPTB Pasarkliwon 
· UPTB Serengan 
8. Kelompok Jabatan Fungsional 
Untuk lebih jelasnya mengenai susunan organisasi Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 
dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kota Surakarta berikut ini akan 

























Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kota Surakarta 
mempunyai jumlah pegawai sebanyak 96 orang, dengan keadaan sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 81 orang, CPNS sebanyak 15 orang. 
Keadaan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kota 
Surakarta menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut: 
Tabel 1 Jumlah Pegawai Bapermas P3AKB Kota Surakarta 









































































Sumber: Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
Dilihat dari golongan ruangnya, pegawai Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana (P3AKB) Kota Surakarta dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 2 Jumlah Pegawai Bapermas P3AKB Kota Surakarta 









































































Sumber: Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 
dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Kota Surakarta melakukan 
diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan bagi para pegawainya. Dengan hal ini 
diharapkan para pegawai dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 
baik. Adapun diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan yang ditempuh oleh 
pegawai Bapermas P3AKB Kota Surakarta berupa diklat struktural dan 
diklat fungsional, diantaranya adalah: 
· Diklat Struktural, antara lain; Diklatpim Tk. II, Sespa/ Spamen, 
Diklatpim Tk. III, Sepadya/ Spama, Diklatpim Tk. IV, Sepala/ 
Adumla, Sepada/ Adum. 
· Diklat Fungsional, adalah Diklat yang ditempuh sesuai dengan fungsi 
pekerjaan dari setiap pegawai Bapermas P3AKB. 
 
B. Pembahasan 
Kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang terjadi di kota 
Surakarta sudah sangat memprihatinkan dan sungguh merisaukan yang 
berakibat dapat mengancam masa depan korban khususnya anak sehingga 
harus ditangani sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak. Oleh 
karena itu, dipandang perlu adanya manajemen yang baik untuk 
merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengawasi 
pelaksanaannya. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan 
antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan dalam menanggulangi masalah ESKA (Eksploitasi Seksuaal 
Komersial Anak), sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 
Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai manajemen dari 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak Dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Kota Surakarta dalam 
upaya untuk menanggulangi masalah ESKA yang terjadi di Kota 
Surakarta. Sebelum melaksanakan upaya-upaya penanggulangan dalam 
masalah ESKA ini juga dilakukan adanya penjangkauan korban. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak 
Bapermas P3AKB Kota Surakarta diketahui bahwa dalam proses 
penjangkauan korban, pemerintah dalam hal ini Bapermas P3AKB tidak 
menjangkau secara langsung tetapi menerima rujukan dari mitra yang 
menjangkau korban secara langsung di lapangan (berjejaring). Lembaga 
mitra Bapermas P3AKB dalam penjangkauan korban adalah beberapa 
institusi/lembaga/organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap 
persoalan perempuan dan anak yang tergabung dalam Gugus 
Tugas/Panitia Kota Surakarta. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 
Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
bahwa: 
“…untuk penjangkauan korban ESKA terus terang kami tidak 
menjangkau secara langsung yaa mbak, namun kami menerima 
laporan dari lembaga-lembaga yang menjadi mitra kami yang 
tergabung dalam Gugus Tugas yang telah melakukan 
penjangkauan di lapangan. Biasanya  dari Yayasan Kakak ya 
mbak. LSM ini salah satu lembaga mitra kami yang konsen 
terhadap permasalahan anak mbak khususnya ESKA” (Hasil 
Wawancara) 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Staf Yayasan Kakak 
menanggapi persoalan penjangkauan korban ESKA tersebut berikut ini: 
“..memang setahu kami Bapermas itu tidak menjangkau korban 
secara langsung mbak.. biasanya kami yang melaporkan jika 
kami menemui kasus-kasus ESKA, kalopun mendapat laporan 
juga akan dirujuk ke kita untuk menangganinya mbak.” (Hasil 
Wawancara) 
Setelah diketahui bagaimana penjangkauan yang dilakukan oleh 
Bapermas P3AKB Kota Surakarta dalam permasalahan ESKA ini 
kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan yang diwujudkan 
dalam program dan kegiatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan masing-
masing fungsi dari manajemen yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB 
dalam menanggulangi ESKA di Surakarta melalui kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, koordinasi dan pengawasan, yaitu sebagai berikut: 
1. Perencanaan 
Pada penelitian ini perencanaan menggambarkan aktivitas-aktivitas 
yang direncanakan dan diangggap perlu untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Aktivitas-aktivitas ini mencakup pengembangan 
program/kegiatan untuk mencapai sasaran, pelaksanaan program/kegiatan 
dan penganggaran. Perencanaan program dan kegiatan penanggulangan 
ESKA ini  dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu 
program 5 (lima) tahunan, yang tahun ini sedang dilaksanakan adalah 
perencanaan yang dibuat untuk periode tahun 2005 sampai tahun 2010. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Perlindungan Anak 
Bapermas P3AKB Kota Surakarta berikut ini: 
“dalam hal perencanaan dari Badan itu dibuat daam suatu 
program lima tahunan yaa mbak, semacam Renstra itu lho. 
Untuk rencana kerja setiap tahun kami juga buat mbak, ini 
menjadi semacam penjabaran dari program lima tahunan itu, 
jadi kan sasaran yang ingin dicapai dapat lebih mudah 
direalisasikan yaa” (Hasil Wawancara) 
Perencanaan yang dibuat oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan program maupun kegiatan. 
Sesuai dengan tupoksinya Perencanaan kegiatan penanggulangan ESKA 
yang dilakukan Bapermas P3AKB Kota Surakarta disusun oleh Bidang 
Perlindungan Anak. Kemudian perencanaan ini akan diserahkan pada 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Bidang Sekretariat. 
Selain diserahkan kepada Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan 
Pelaporan, perencanaan ini juga diserahkan kepada Gugus Tugas/Panitia 
Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Kota Surakarta 
untuk disusun menjadi perencanaan keseluruhan kegiatan penanggulangan 
ESKA yang diselenggarakan di Kota Surakarta. 
Gugus Tugas/Panitia Kota Surakarta merupakan bentuk kerjasama 
yang dilakukan oleh beberapa institusi/lembaga/organisasi yang 
mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak. Gugus 
Tugas melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota sesuai dengan Keputusan 
Walikota Surakarta Nomor 462/78/1/2006. Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapermas P3AKB 
Kota Surakarta yang menyatakan bahwa: 
“tindakan yang sudah kami lakukan untuk menyikapi adanya 
kegiatan ESKA di Surakarta ini yaitu dengan membentuk 
Gugus Tugas/Panitia Kota Surakarta yang bertanggung jawab 
secara langsung kepada Walikota. Gugus Tugas ini berbentuk 
konsorsium mbak, yang terdiri dari gabungan beberapa 
institusi/lembaga/organisasi yang mempunyai kepedulian 
terhadap persoalan perempuan dan anak.” (Hasil Wawancara). 
Selain membentuk Gugus Tugas, Bapermas P3AKB Kota 
Surakarta juga membentuk focal point ESKA di masing-masing organisasi 
jaringan/lembaga yang sudah terbentuk dengan tujuan untuk 
memaksimalkan dan memfungsikan peran organisasi jaringan dan lembaga 
yang sudah ada tersebut misalnya PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan 
Dan Anak Surakarta) dan KIPPAS (Komisi Independen Perlindungan 
Perempuan Anak Surakarta) dalam penghapusan ESKA di Surakarta. 
Focal point sendiri diartikan sebagai penjuru yaitu pihak-pihak (bisa 
berbentuk individu dan institusi) yang menjadi memiliki fokus isu ESKA 
di dalam setiap organisasi, jaringan, komunitas ataupun forum tertentu. 
Khusus untuk PTPAS, Bapermas P3AKB Kota Surakarta sebagai 
koordinator umumnya yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-
masing anggota agar tidak saling bertentangan serta diketahui bahwa 
lembaga/organisasi anggota PTPAS yang konsen terhadap permasalahan 
anak yaitu Yayasan Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak). Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapermas 
P3AKB Kota Surakarta berikut ini: 
“selain membentuk Gugus Tugas, kami juga membentuk focal 
point ESKA mbak di lembaga-lembaga atau organisasi yang 
sudah terbentuk. Kalau di Surakarta ini misalnya saja PTPAS 
itu, dan Bapermas menjadi koordinator umumnya. PTPAS ini 
kan mempunyai anggota beberapa lembaga/organisasi yang 
konsen terhadap permasalahan perempuan dan anak yaa.. Dari 
situ kami ingin memaksimalkan peran dari lembaga yang sudah 
terbentuk itu dalam penghapusan ESKA di Surakarta ini. Kalo 
untuk anggota yang konsen terhadap permasalahan anak itu 
selama ini Yayasan Kakak yaa mbak. Tugas kami (Bapermas) 
disini selaku koordinator umum itu mengatur pelaksanaan 
upaya penanggulangan ESKA ini agar tidak saling 
bertentangan antar lembaga/organisasi dari keanggotaan 
PTPAS tersebut” (Hasil wawancara) 
Dalam rangka untuk menanggulangi masalah ESKA di Surakarta 
ini, Bapermas P3AKB membagi upaya-upaya penanggulangan menjadi 
beberapa program/kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksplotasi 
Seksual Komersial, selain itu juga mengacu pada Keputusan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Adapun program-program/ 
kegiatan tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) tindakan, yaitu: Pencegahan, 
Perlindungan, Pemulihan dan Reintegrasi. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Kepala Bidang Perlindungan Anak berikut ini: 
“dasar dari program/kegiatan penanggulangan ESKA yang 
kami lakukan yaitu berdasarkan Perda tentang penanggulangan 
ESKA yang kita punya itu. Perda itu menjadi acuan bagi kami 
untuk menyusun rencana mengenai program dan kegiatan 
mbak. Selain  perda ada juga Rencana Aksi Nasional yang 
menjadi acuan kami.” 
Berikut ini adalah uraian dari perencanaan kegiatan penanggulangan 
ESKA di Surakarta yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta: 
1.1. Tindakan Pencegahan 
Tindakan Pencegahan ESKA di Kota Surakarta merupakan upaya 
untuk mengkampanyekan isu ESKA di wilayah Kota Surakarta; mencegah 
berkembangnya kasus-kasus ESKA; meningkatkan partisipasi pendidikan 
anak-anak; meningkatkan sistem dan kualitas pendidikan, serta 
menyadarkan masyarakat untuk menanggulangi masalah ESKA yang 
mengakibatkan perkembangan fisik, mental dan moral anak-anak 
terganggu. Tindakan pencegahan ini dilakukan dengan melakukan 
sosialisasi dan kampanye untuk membangun kesadaran anak dan 
masyarakat terhadap hak-hak anak, serta memberikan pendidikan seksual 
bagi anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Perlindungan 
Anak sebagai berikut: 
“…untuk program pencegahan, kami melakukan sosialisasi 
secara bertahap mbak, itu dilakukan setiap tahunn. Pada tahun 
2009 kami mengadakan sosialisasi dan workshop yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak. lalu ada juga 
Gerakan Wajib Jam belajar itu biar kualitas pendidikan anak itu 
dapat meningkat yaa mbak. Selain itu juga ada pembinaan 
tentang kesehatan reproduksi mbak, ini untuk menumbuhkan 
kesadaran anak mengenai resiko kesehatan reproduksi dengan 
adanya aktivitas-aktivitas seksual. Jadi kan para peserta yang 
ikut itu dapat berhati-hati yaa.” (Hasil Wawancara). 
Tindakan pencegahan diatas juga dijelaskan dalam Rencana Kerja 
Tahun 2009 untuk SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
(Bapermas P3AKB) Kota Surakarta, dimana tindakan tersebut diwujudkan 
melalui: 
1) Sosialisasi yang terkait dengan kesehatan gender, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, kegiatannya pada tahun 2009 ialah 
sosialisasi kota layak anak dan workshop perlindungan anak dengan 
anggarannya sejumlah Rp.137.550.000,00 yang bersumber dari APBD 
Kota. Keluaran dari kegiatan ini yaitu Pelatihan bagi peserta tentang 
perlindungan anak, hak anak, forum anak dan dengan indikator hasil 
yaitu Meningkatnya kualitas anak. 
2) Pengembangan  sistim informasi gender dan anak. Kegiatan yang 
dilaksanakan pada tahun 2009 yaitu Jambore Anak, Puncak Hari Anak, 
Pengadaan Lemari dan kursi Taman Cerdas, Pengadaan Buku-buku 
cerita serta Pengadaan Permainan Anak Taman Cerdas. Indikator hasil 
dari kegiatan ini yaitu Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi 
anak serta Meningkatkan kesempatan bagi anak dalam mengeluarkan 
pendapat. Anggaran untuk kegiatan ini sejumlah Rp.399.750.000,- 
yang bersumber dari APBD Kota. 
3) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa, 
keluarannya yaitu adanya Gerakan Wajib Jam Belajar (WJB) dan 
terselenggaranya bulan bhakti gotong royong. Kegiatan ini 
dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan dengan indikator hasil yaitu 
Meningkatnya kualitas pendidikan anak dan tersosialisasinya program-
program pemberdayaan masyarakat. Anggaran dari kegiatan ini pada 
tahun 2009 sejumlah Rp.232.567.669,00 yang bersumber dari APBD 
Kota. 
4) Fasilitas forum pelayanan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) bagi 
kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah, keluarannya 
yaitu adanya Pembinaan remaja tentang KRR dengan indikator hasil 
yaitu menurunnya hal-hal yang tidak diinginkan tentang masalah KRR 
bagi remaja. Pada tahun 2009 anggaran yang dialokasikan untuk 
kegiatan ini sejumlah Rp.68.775.000,00 yang bersumber dari APBD 
Kota. 
Sosialisasi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang konsen 
terhadap permasalahan anak khususnya ESKA. Seperti Yayasan Kakak 
yang melakukan tindakan preventif yaitu berupa kampanye yang diadakan 
melalui obrolan di radio, iklan layanan masyarakat, Rubik Warung Gaul 
yang terdapat di Koran Solo Pos tentang penanganan remaja, penyebaran 
poster tentang AIDS dan bahaya kehamilan di usia dini, serta penyebaran 
stiker. Seperti yang dikatakan Staff Yayasan Kakak berikut ini: 
“…kegiatan sosialisasi dan kampanye publik yang kami 
lakukan itu dengan ini lho mbak, kami sering menjadi 
narasumber di acara-acara radio yang mengangkat tema 
konsultasi remaja gitu mbak misalnya radio GSM FM dan 
PTPN itu. Biasanya kita itu ga dateng langsung yaa ke radio itu 
tapi hanya lewat telpon saja, kalo ada pendengar radio itu yang 
telpon dan curhat kemudian yang memberi komentar itu dari 
kita mbak. Selain itu juga kita bekerjasama dengan Solo Pos 
juga, lalu kita juga nyebar stiker-stiker.” (Hasil wawancara). 
Sosialisasi ini akan lebih memberikan gambaran persoalan ESKA 
di masyarakat. Hal in sangat penting karena perspektif masyarakat belum 
berpihak terhadap korban ESKA. Hal ini yang membuat banyak anggapan 
bahwa anak korban ESKA adalah pelaku yang pantas mendapatkan 
hukuman dan pantas untuk dikucilkan dan dijauhi. Penekanan bahwa anak 
sebagai korban sangat dibutuhkan sehingga bisa mendukung untuk 
melakukan tindakan penanganan kasus ESKA yang berbasis masyarakat. 
Artinya bagaimana ketika ada kasus di sekitar masyarakat, mereka bisa 
melakukan tindakan penanganan sesuai dengan peran dan tanggung 
jawabnya masing-masing. 
Yayasan Kakak juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang 
persoalan yang terkait dengan ESKA di tingkat SMP (Sekolah Menengah 
Pertama) dimana yayasan kakak secara rutin melakukan pertemuan dengan 
perwakilan anak di sekolah tersebut. Dalam melakukan kegiatan, Yayasan 
Kakak bekerjasama dengan pihak sekolah yaitu guru BP (Bimbingan dan 
Konseling). Berdasarkan hasil penjangkauan, banyak korban ESKA yang 
berstatus sebagai anak sekolah. Untuk itu kegiatan di tingkat sekolah ini 
menjadi salah satu yang penting dilakukan. Setiap sekolah didampingi 
secara insentif terutama sekolah yang anak-anaknya rentan menjadi korban 
ESKA. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Staff Yayasan Kakak 
berikut ini: 
“kita juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mbak, 
karena berdasarkan penjangkauan yang kita lakukan itu banyak 
anak-anak itu masih bersekolah. Dalam kegiatan sosialisasi ini 
kita bekerjasama dengan guru BP di sekolah-sekolah yang 
anak-anaknya rentan menjadi korban ESKA itu. Kita 
melakukan pendampingan terus menerus mbak, dengan 
harapan anak bisa menyebarluaskan informasi ke masyarakat 
terutama dengan teman sebaya.” (Hasil Wawancara) 
 
1.2. Tindakan Perlindungan/Pendampingan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 
2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Pasal 17 
menyatakan bahwa korban akibat perbuatan eksploitasi seksual komersial 
berhak mendapatkan: 1) Perlindungan dari keluarga, masyararakat dan 
pemerintah serta pihak lainnya; 2) Pelayanan kesehatan/medis yang layak; 
3) Pendampingan dan bantuan hukum; 4) Bimbingan kerohanian; 5) 
Terapi Pemulihan Kejiwaan; 6) Kerahasiaan identitasnya. 
Untuk tindakan perlindungan Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
tidak melakukannya sendiri namun bekerjasama dengan pihak lain, adapun 
beberapa pelayanan yang diberikan antara lain: 
1) Pelayanan Medis (Konsultasi, Pengobatan, perawatan kesehatan, tes 
laborat, visum dan lain-lain) 
2) Pelayanan Psikologis (Konseling, Terapi, pendampingan psikologis) 
3) Pelayanan Hukum (Penyidikan, konsultasi, pendampingan proses 
hukum dan lain-lain) 
Tindakan Perlindungan ini dilakukan oleh beberapa institusi/ 
lembaga/ organisasi yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing anggota dari Gugus Tugas maupun angggota yang 
tergabung dalam PTPAS. Untuk pelayanan medis harus dilakukan di  
Rumah sakit maupun puskesmas milik pemerintah/POLRI karena untuk 
akhir pelayanan kesehatan terkadang membutuhan laporan tertulis yang 
digunakan sebagai alat bukti, untuk itu penting adanya tempat pelayanan 
kesehatan yang terpercaya. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam 
Perda Kota Surakarta No.3 Th 2006 Pasal 21 ayat 2 bahwa “Petugas 
kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan milik 
POLRI dan/atau Rumah Sakit milik Pemerintah”. Pelayanan ini dilakukan 
oleh Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta, RSUD Dr. Moewardi, 
Puskesmas Sangkrah dan Puskesmas Manahan. Kedua puskesmas ini 
merupakan klinik rujukan untuk pemerikasaan IMS (Infeksi Menular 
Seksual). 
Dalam memberikan pelayanan kepada korban, petugas kesehatan 
wajib: a) menghormati dan menjaga kerahasiaan korban; b) memeriksa 
kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; c) melindungi hak-hak 
reproduksi korban; d) membuat laporan tertulis pemeriksaan korban dan 
visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atas surat 
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat 
bukti. (Perda Kota Surakarta No.3 Th.2006 Pasal 21 ayat 1). 
Untuk pelayanan psikologis sesuai dengan tugas dan fungsinya 
menjadi tanggung jawab Yayasan Kakak. Sedangkan Pelayanan hukum 
dilakukan oleh Institusi penegak hukum dalam hal ini RPK (Ruang 
Pelayanan Khusus) Poltabes Surakarta yang berkoordinasi dengan 
Yayasan Kakak untuk pendampingan dan penguatan korban lalu 
dilimpahkan ke Kejaksaan yang akan diteruskan ke Pengadilan. 
1.3. Tindakan Rehabilitasi dan Reintegrasi 
Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2006 
Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial 
dalam Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi 
dilakukan berdasarkan asas: 1) Penghormatan dan pengakuan atas hak 
asasi manusia dan martabat kemanusiaan yang sama; 2) Perlindungan hak-
hak asasi perempuan dan anak; 3) Keadilan dan kesetaraan gender; 4) 
Non-diskriminasi; 5) Perlindungan terhadap korban. 
Tindakan Rehabilitasi dan Reintegrasi meliputi pemulihan, 
pemulangan korban, serta memberikan keterampilan dan lain-lain. Dalam 
menjalankan tindakan-tindakan tersebut Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
melalui Bidang Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan pihak-
pihak yang menjadi mitra yang tergabung dalam Gugus Tugas maupun 
PTPAS. Sesuai dengan Perwali Surakarta No.14 Th.2006 Pasal 3 
penyelenggaraan rehabillitasi bertujuan untuk: a) Melindungi dan 
merehabillitasi korban kegiatan eksploitasi seksual komersial; b) 
Merehabilitasi pelaku agar kembali menjadi manusia yang baik sesuai 
dengan norma agama, kesusilaan dan hukum; c) Memberikan dukungan 
sarana dan prasarana Dalam penyelenggaraan perlindungan korban; d) 
Mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan adanya 
perbuatan Eksploitasi Seksual Komersial; e) Mengawasi dan menjamin 
proses penanganan terhadap korban Eksploitasi Seksual Komersial; f) 
Menyelenggarakan Rumah Aman bagi korban; g) Menyelenggarakan 
Rehabilitasi Sosial guna pemulihan korban. Penyelenggaraan rehabilitasi 
dilakukan dengan : 
a. Bimbingan sosial, dengan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk 
memulihkan dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial klien 
melalui metoda bimbingan sosial perorangan, kelompok dan 
masyarakat; 
b. Bimbingan mental, dengan serangkaian kegiatan bimbingan/tuntutan 
untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan belajar tentang 
keagamaan, cara berpikir positif dan keinginan untuk berprestasi; 
c. Bimbingan fisik, dengan serangkaian kegiatan bimbingan/tuntutan 
untuk pengenalan dan praktek cara hidup sehat, secara teratur dan 
disiplin agar kondisi badan/fisik selalu dalam keadaan sehat; 
d. Bimbingan ketrampilan kerja, dengan serangkaian kegiatan yang 
diarahkan untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu 
bidang ketrampilan tertentu, sehingga menjadi tenaga yang terampil 
di bidangnya yang memungkinkan klien mampu memperoleh 
pendapatan yang layak sebagai hasil pendayagunaan ketrampilan 
kerja yang dimiliki. (Perwali No. 14 Th.2006, Pasal 11). 
Dalam perencanaan yang dibuat untuk periode 2005-2010, 
tindakan rehabilitasi ini mempunyai sasaran yaitu 1) Mengeliminasi 
masalah-masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan 
meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemampuan dan ketrampilan serta 
memberikan perangsang berusaha bagi penyandang masalah sosial berupa 
bantuan permodalan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui 
kebijakan dan program yaitu Meningkatkan kepedulian bagi masyarakat 
yang mengalami masalah sosial dengan program yaitu Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial. 2) Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan 
keluarga dengan tujuan yaitu meningkatkan kualitas keluarga yang sehat 
sejahtera. Untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam kebijakan 
dan program yaitu Mendorong terwujudnya pemberdayaan keluarga yang 
sejahtera dengan program yaitu Pemberdayaan Keluarga. 
Dalam mewujudkan sasaran tersebut menjadi suatu kegiatan nyata, 
Bidang Perlindungan Anak berkoordinasi dengan bidang-bidang lain 
dalam lingkup Bapermas P3AKB. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
berikut ini: 
“dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu kami bekerjasama 
dengan bidang-bidang lain mbak, kami bisa kewalahan kalo 
melakukannya sendiri dan tiap bidang dalam Bapermas ini kan 
sudah ada tupoksinya masing-masing jadi mudah untuk 
membagi tugasnya.” (Hasil Wawancara) 
Untuk mencapai sasaran seperti yang dijelaskan diatas, khusus 
untuk tahun 2009 dilakukan kegiatan yaitu: 
1) Kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban 
eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak; kegiatannya digunakan 
untuk pengelolaan dan rehab gedung Graha Yoga Pertiwi. 
Anggarannya sejumlah Rp.105.920.000,- yang bersumber dari APBD 
Kota. 
2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan 
kesetaraan gender; kegiatannya ialah sosialisasi P2MBG (Program 
Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender) bagi 
tokoh masyarakat dan masyarakat. Kegiatan ini mempunyai volume 
400 orang dengan anggaran sejumlah Rp.56.179.913,- yang bersumber 
dari APBD Kota. 
3) Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam 
mengelola usaha; kegiatannya yaitu mengadakan pelatihan 
managemen usaha bimbingan teknis produksi dan pengadaan barang 
alat ekonomi produktif. Anggarannya sejumlah Rp.137.550.000,- yang 
bersumber dari APBD Kota. 
Untuk prosedur layanan, khusus Bapermas P3AKB belum ada 
namun karena Bapermas menjadi koordinator umum dari PTPAS berikut 
akan diuraikan prosedur standar layanan yang ada dalam PTPAS sebagai 
berikut: 
1. Korban datang ke PTPAS dapat melalui PPA RPK Poltabes/Polsek, 
LSM, Rumah sakit/Puskesmas. 
2. Masing-masing institusi yang menerima korban mengklasifikasi 
kondisi korban. 
3. Korban diklasifikasikan Medis dan Non medis 
- Medis : jika korban memerlukan penanganan medis (yang 
berkaitan dengan kasusnya) korban dirujuk ke Rumah Sakit 
dengan didampingi oleh petugas PTPAS dimasing-masing 
institusi. 
- Non Medis : jika kondisi korban tidak memerlukan penanganan 
medis. Dilakukan koordinasi dengan lembaga lain yang terkait 
untuk penanganan selanjutnya, yaitu dapat melalui : 
a. LSM melakukan pendampingan dan penguatan korban, dapat 
berkoordinasi  dengan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) 
apabila kasus akan diproses secara hukum dan dapat langsung 
ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan tubuh korban untuk 
pembuktian. 
b. RPK menyelidiki dan menyidik kasus yang menimpa korban 
dengan dapat berkoordinasi dengan LSM/Ormas untuk 
memberikan pendampingan pada korban, dan dapat 
berkoordinasi dengan Rumah Sakit untuk membuat Visum et 
repertum. 
c. RPK memproses perkara yang menimpa korban semaksimal 
mungkin dan mengupayakan agar kasus dapat dilimpahkan 
ke Kejaksaan dan diteruskan ke Pengadilan. 
 
4. Rehabilitasi korban dilakukan oleh semua pihak/elemen/institusi, 
yaitu LSM, Pemerintah, ORMAS, Komunitas Korban serta 
komunitas/kelompok masyarakat yang lain (Tomas, Toga). 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut
Sumber: Bapermas P3AKB 
 
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah pembagian ker
diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan.
melalui pembentukan pengurus dari Bapermas P3AKB  selaku instansi 







ja yang direncanakan untuk 
 Pengorganisasian dilakukan 
ara khusus melaksanakan program/
A dan pihak-pihak yang terlibat dalam 
tentang penanggulangan masalah 





memudahkan dalam mengatur tugas dan membagi tanggung jawab antara 
pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan tentang 
penanggulangan ESKA di Surakarta sehingga tidak saling bertentangan. 
Penanggulangan ESKA memang masuk dalam wilayah kerja 
Bidang Perlindungan Anak, namun dalam melaksanakan program dan 
kegiatan melibatkan bidang-bidang lain dalam lingkup Bapermas maupun 
pihak-pihak dari luar Bapermas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 
Kepala Bidang Perlindungan Anak berikut ini: 
“…memang dalam melakukan upaya penanggulangan ESKA 
itu menjadi tugas bidang kami mbak, namun untuk dapat 
melaksanakan semua kegiatan seperti dalam perencanaan itu 
kan ndak bisa dilakukan sendiri tho yaa. Nah karena itu bidang-
bidang lain dalam Bapermas ini juga ikut andil mbak, tentunya 
sesuai tupoksi yaa mbak. Selain itu kami juga melakukan 
kerjasama dengan pihak luar Bapermas juga.” (Hasil 
Wawancara). 
Wewenang yang dimiliki oleh Bidang Perlindungan Anak dalam 
penanggulangan ESKA tersebut kemudian dikoordinasikan dengan 
bawahannya yaitu Subbidang Pengembangan Perlindungan Anak dan 
Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak untuk melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing Subbidang tersebut. 
Khusus tahun 2009 kegiatan yang dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan 
sosialisasi yang terkait dengan kesehatan gender, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak. Selain itu wewenang juga dilimpahkan 
kepada Bidang Pemberdayaan Perempuan untuk mengimplementasikan 
kebijakan menjadi program yang kemudian akan dilanjutkan menjadi 
kegiatan. Kebijakan yang dimaksud yaitu Mendorong terwujudnya 
pemberdayaan keluarga yang sejahtera, dengan program yaitu 
Pemberdayaan Keluarga. Kemudian dengan Bidang Keluarga Berencana 
untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan 
seksual, kegiatannya yaitu fasilitas forum pelayanan Kesehatan 
Reproduksi Remaja (KRR) bagi kelompok anak dan kelompok sebaya di 
luar sekolah. 
Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab masing – 
masing bidang yang menangani penanggulangan ESKA di Kota Surakarta: 
a. Bidang Perlindungan Anak 
· Melaksanakan pembinaan perlindungan anak meliputi 
Pengembangan Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas 
Hidup Anak sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 
Kepala Badan. 
· Menyusun perencanaan kegiatan penanggulangan ESKA yang 
akan dilaksanakan oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta. 
b. Subbidang Pengembangan Perlindungan Anak dan Subbidang 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
· Melaksanakan perencanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan 
ESKA yaitu Sosialisasi terkait perlindungan anak dan 
pengembangan sistim informasi gender dan anak. 
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
· Melaksanakan kegiatan Gerakan Wajib Jam Belajar dengan 
berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan pemantauan 
kegiatan di lapangan. 
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan 
· Melaksanakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial dan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 
dalam pembangunan. 
e. Bidang Keluarga Berencana 
· Melaksanakan upaya penanggulangan ESKA berupa tindakan 
pencegahan yaitu melalui  program pengembangan pusat pelayanan 
Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 
dengan kegiatannya fasilitasi forum pelayanan KRR bagi 
kelompok anak dan kelompok sebaya di luar sekolah. 
Dalam pelaksanaan kegiatan dalam menanggulangi ESKA, 
Bapermas P3AKB juga dibantu oleh beberapa pihak yang terkait antara 
lain  LSM – LSM peduli perempuan dan anak yang tergabung baik dalam 
keanggotaan Gugus Tugas maupun PTPAS yang membantu pelaksanaan 
sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, dan membantu pelaksanaan 
penjangkauan kelompok masyarakat beresiko tinggi di Surakarta, lalu 
Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Surakarta yang menyediakan tempat 
untuk melakukan pelayanan medis/kesehatan serta pihak kepolisian yang 
melakukan pelayanan hukum. 
Selanjutnya untuk memaksimalkan dan memfungsikan peran 
organisasi jaringan dan lembaga yang sudah terbentuk dalam penghapusan 
ESKA di Surakarta yaitu PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan Dan 
Anak Surakarta) dimana Bapermas P3AKB sebagai koordinator 
umumnya, akan disajikan tabel susunan keanggotaan Tim PTPAS yaitu: 
Tabel 3 
Susunan Keanggotaan 
Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta (PTPAS) 



















































b. Sub Divisi Rehabilitasi 
1. Walikota Surakarta 
2. Ketua DPRD Surakarta 
3. Kapolwil Surakarta 
4. Kapoltabes Surakarta 
5. Tokoh Masyarakat 
 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 





Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta 
1. RSUD Dr. Moewardi 
2. PPA RPK Poltabes Surakarta 
3. DKK 
4. LSM Kakak 
5. Spek-HAM 
6. ATMA 
7. Yayasan talenta 
8. LEHAMAS Aisyiah Jawa tengah 









































Sumber: Leaflet PTPAS 












1. Yayasan Krida Paramita/YKP




1. LEHAMAS Aisyiah Jawa Tengah
2. PKK Kota 
3. KPS 















Pengorganisasian yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB Kota 
Surakarta dirasakan sudah cukup tepat dan sesuai dengan tugas dan 
pekerjaan dari anggota organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapermas P3AKB Kota 
Surakarta berikut ini: 
“Kalau pengorganisasiannya saya rasa sudah tepat yaa. 
Pengorganisasian ini kan dibuat berdasarkan dengan tupoksi 
masing – masing bidang yang terlibat mbak. Tiap–tiap bidang 
kan sudah punya tugas sendiri – sendiri, jadi 
pengorganisasiannya ya disesuaikan dengan tugas masing – 
masing itu. Karena kegiatan eksploitasi itu terkait dengan anak 
maka sudah sangat sesuai kalo tugas untuk mencegah dan 




Dalam penelitian ini, koordinasi merupakan aktivitas yang 
dilakukan oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta dalam mengusahakan 
terjadinya kerjasama yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan perencanaan agar semua kegiatan perencanaan dapat berjalan 
dengan baik dan sasaran yang telah direncanakan dapat tercapai. 
Koordinasi diperlukan Bapermas P3AKB Kota Surakarta untuk pembagian 
tugas dan tanggung jawab antar pihak-pihak yang terlibat dalam 
penanggulangan ESKA agar tidak terjadi saling bertentangan satu sama 
lain dalam pelaksanaan tugas tersebut. 
Kegiatan koordinasi dalam upaya untuk menanggulangi masalah 
Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang dilakukan Bapermas 
P3AKB Kota Surakarta yaitu melalui koordinasi vertikal dan koordinasi 
horizontal. Koordinasi vertikal dilakukan antara atasan dengan 
bawahannya sedangkan koordinasi horisontal dilakukan dengan bidang-
bidang yang lain maupun pihak luar. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
berikut ini: 
“koordinasi yang kami lakukan itu tentunya dengan 
seksi-seksi di Bidang PA yaa mbak, kemudian koordinasi 
dengan bidang-bidang lain juga yang masih dalam satu Badan. 
Selain itu juga dengan pihak-pihak luar Badan yaitu koordinasi 
dengan PTPAS itu.” (Hasil Wawancara) 
 
Koordinasi ini dilakukan untuk semua upaya penanggulangan yaitu 
meliputi tindakan Pencegahan, Perlindungan, Pemulihan dan Reintegrasi. 
Dengan adanya koordinasi akan mengoptimalkan pelaksanaan 
perencanaan yang diwujudkan dengan program/kegiatan karena setiap 
pihak-pihak yang terlibat bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan tugas 
masing-masing sehingga akan lebih fokus pada apa yang menjadi wilayah 
kerjanya saja. Berikut akan diuraikan koordinasi yang dilaksanakan oleh 
Bapermas P3AKB Kota Surakarta: 
a. Koordinasi Vertikal 
Koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB Kota 
Surakarta adalah koordinasi/kerjasama antara unit atau sub unit kerja 
yaitu antara atasan dengan bawahannya (antara bidang dengan sub 
bidang). Dalam hal ini, koordinasi yang dilakukan terlihat dari koordinasi 
antara Bidang Perlindungan Anak dengan Subbidang Pengembangan 
Perlindungan Anak dan Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak. 
Koordinasi ini diwujudkan dalam melaksanakan kegiatan: 
1) Sosialisasi yang terkait dengan kesehatan gender, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, khusus untuk tahun 2009 
kegiatan yang dilakukan ialah sosialisasi Kota Layak Anak dan 
workshop perlindungan anak. 
Salah satu program pengembangan KLA di Kota Surakarta 
dalam bidang perlindungan anak mempunyai tujuan yaitu “anak yang 
terbebas dari permasalahan sosial”. Dalam pelaksanaan sosialisasi 
Kota Layak Anak, masalah ESKA menjadi salah satu isu permasalahan 
sosial yang disoroti karena fenomena ESKA di Surakarta sangat 
memprihatinkan dan merisaukan. Sosialisasi ini  dilakukan di 
kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Surakarta. Dengan adanya 
Sosialisasi ini akan meningkatkan komitmen dari Camat dan Lurah 
dalam pengembangan kecamatan, kelurahan ramah anak. 
Selain itu juga dilakukan pelatihan bagi 1000 anak tentang 
perlindungan anak, hak anak, dan forum anak. Kegiatan ini dilakukan 
untuk meningkatkan kualitas anak. Dijelaskan bahwa setiap anak tanpa 
memandang ras, suku bangsa, jenis kelamin, asal usul keturunan, 
agama, maupun bahasa mempunyai hak yang meliputi 4 hak, yaitu: 
 
· Hak Untuk Hidup 
Meliputi hak-hak anak untuk melestarikan dan 
mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk 
memperoleh standar kesehatan yang tertinggi dan perawatan yang 
sebaik-baiknya. 
· Hak Untuk Tumbuh dan Berkembang 
Meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) 
dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi 
perkembangan fisik, mental, spiritual, dan moral anak. 
· Hak Untuk Memperoleh Perlindungan 
Meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak 
kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang telah mempunyai 
keluarga dan bagi anak-anak pengungsi. 
· Hak Untuk Berpartisipasi 
Meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam 
segala hak yang mempengaruhi anak. 
Dengan mengetahui hak-haknya diharapkan anak-anak dapat 
memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga dan melindungi dirinya 
dari aktivitas-aktivitas yang merugikan mereka. 
Sedangkan kegiatan dalam forum anak ditujukan sebagai 
wadah partisipasi anak. Partisipasi anak adalah keterlibatan 
berdasarkan kehendak dan sepengetahuan seluruh anak dalam semua 
hal yang terkait dengan mereka secara langsung atau tidak langsung, 
termasuk anak yang paling terpinggirkan dan anak yang berbeda usia 
dan kemampuan. Dengan adanya partisipasi ini setiap anak 
mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan pandangan, 
mempengaruhi pengambilan keputusan dan menghasilkan perubahan. 
Berdasarkan laporan pelaksanaan fasilitasi KLA dan Sosialisasi 
PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia) Kota Surakarta tahun 
2009 yang dilakukan di kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi 
diperoleh informasi bahwa untuk keberlanjutan forum anak di 
kelurahan Nusukan diperlukan pendampingan bagi anak-anak di forum 
anak. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dijadikan 
feedback sehingga dapat dilakukan perbaikan selanjutnya. Untuk 
kelurahan Semanggi diusulkan nama bagi forum anak semanggi: foras. 
Kegiatan forum anak Surakarta ini bersifat formal dan terorganisir dan 
diadakan setiap sebulan sekali, dimana waktu dan tempatnya tidak 
tetap. 
2) Pengembangan sistim informasi gender dan anak, kegiatannya pada 
tahun 2009 yaitu Jambore Anak, Puncak Hari Anak, Pengadaan 
Lemari dan kursi Taman Cerdas, Pengadaan Buku-buku cerita serta 
Pengadaan Permainan Anak Taman Cerdas. 
Kegiatan jambore anak dan puncak hari anak yang dilakukan 
pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya ini bertujuan untuk Meningkatkan 
kesempatan bagi anak dalam mengeluarkan pendapat. Dalam kegiatan 
ini setiapa anak dapat berkreasi sesuai keinginan dan kemampuannya. 
Sedangkan terbangunnya taman cerdas bertujuan untuk Meningkatkan 
wawasan dan pengetahuan bagi anak. Taman cerdas yang telah 
dibangun di kota Surakarta ada di 6 (enam) kawasan yaitu kelurahan 
Sumber, Gandekan, Joyotakan, Pajang, Mojosongo dan Kadipiro. Di 
Taman Cerdas tersebut tersedia fasilitas jaringan komputer dan 
internet, perpustakaan, arena bermain, serta sebuah panggung untuk 
pentas seni dan budaya yang dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma, 
dengan sasaran pengguna utama adalah anak-anak kalangan 
masyarakat menengah ke bawah.  
Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta pengembangan sistim 
informasi gender dan anak, Subbidang Pengembangan Perlindungan 
Anak dan Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak wajib 
melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak 
selaku atasannya kemudian akan dilaporkan kembali kepada Kepala 
Badan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala 
Bidang Perlindungan Anak Bapermas P3AKB Kota Surakarta sebagai 
berikut: 
“tanggung jawab dan tugas yang menjadi wilayah kerja 
Bidang PA ini akan dilaksanakan oleh seksi-seksi yang ada 
dibawah bidang PA mbak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
itu harus dapat dipertanggungjawwabkan yaa mbak, harus ada 
laporannya gitu. karena nanti akan dilaporkan pada Kepala 
Badan.” (Hasil Wawancara) 
 
 
b. Koordinasi Horisontal 
Koordinasi horisontal yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB Kota 
Surakarta adalah koordinasi yang dilakukan dengan bidang-bidang lain 
dalam lingkup satu Badan dan pihak-pihak luar Badan yang terlibat 
dalam pelaksanaan perencanaan dalam menanggulangi ESKA. Dalam hal 
ini, koordinasi yang dilakukan terlihat antara Bidang Perlindungan Anak 
dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Bidang Keluarga Berencana untuk lingkup satu Badan. 
Koordinasi antara Bidang Perlindungan Anak dengan Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat yaitu dalam pelaksanaan Gerakan Wajib Jam 
Belajar (GWJB).  Gerakan Wajib Jam Belajar ini dilaksanakan pada 
pukul 18.30-20.30 dan telah dibentuk Gugus Tugas GWJB yang secara 
aktif melakukan pemantauan pelaksanaan wajib jam belajar tersebut. 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas  pendidikan anak. 
Sedangkan  koordinasi antara Bidang Perlindungan Anak dengan 
Bidang Pemberdayaan Perempuan berupa: 
1) Kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban 
eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak; khusus tahun 2009 
kegiatannya yaitu pengelolaan dan rehab gedung Graha Yoga 
Pertiwi. 
Gedung Graha Yoga Pertiwi merupkan tempat untuk 
merehabilitasi anak-anak dan perempuan korban kekerasan, ESKA, 
terlantar, perdagangan, dan lain-lain sebelum kembali ke masyarakat. 
Rehabilitasi dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan 
rohaniah, jasmaniah dan ketrampilan yang dapat memberikan manfaat 
setelah rehabilitasi selesai. Selain itu juga diupayakan pendidikan 
alternatif bagi korban, apabila korban tidak mau lagi kembali ke 
sekolah formal akan difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan non 
formal melalui kursus-kursus dan pendidikan ketrampilan. 
2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan 
kesetaraan gender; kegiatannya ialah sosialisasi P2MBG (Program 
Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender) bagi 
tokoh masyarakat dan masyarakat. 
Kegiatan penyuluhan terhadap ibu rumah tangga ini dilakukan 
untuk membangun keluarga yang sejahtera. Pelatihan P2MBG yang 
diikuti 400 orang diharapkan dapat meningkatkan peran serta 
perempuan dalam keluarga. Kegiatan ini memanfaatkan organisasi 
yang sudah ada dalam masyarakat yaitu PKK. Setiap kelurahan akan 
mengirimkan wakilnya untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini 
kemudian akan disampaikan kembali pada forum PKK untuk setiap RT 
(rukun tetangga) yang ada di setiap kelurahan. 
3) Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam 
mengelola usaha; kegiatannya yaitu mengadakan pelatihan 
managemen usaha bimbingan teknis produksi dan pengadaan barang 
alat ekonomi produktif. 
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan 
dalam mengelola usaha ini dilakukan untuk meningkatkan 
pengetahuan tentang manajemen usaha dan usaha ekonomi produktif. 
Kegiatan ini diikuti oleh 500 orang dan tergolong baru karena tahun 
2008 belum ada  dan tahun 2009 merupakan awal pelaksanaannya. 
Kegiatan ini memanfaatkan forum PKK yang ada disetiap kelurahan 
maupun kecamatan di Surakarta. peserta akan diberikan pelatihan 
bagaimana mengelola usaha yang dapat berhasil guna sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki oleh peserta pelatihan. 
Koordinasi dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan ini 
merupakan koordinasi yang dilakukan dengan tujuan untuk 
merehabilitasi korban dan mengembangkan sumber pendapatan alternatif 
bagi keluarga-keluarga yang rawan ESKA. Kegiatan-kegiatan ini sangat 
bermanfaat karena dengan pembinaan yang dilakukan diharapkan 
keluarga-keluarga yang rawan ESKA tersebut dapat hidup mandiri dan 
mendorong terwujudnya pemberdayaan keluarga yang sejahtera. 
Keluarga-keluarga yang rawan ESKA umumnya berasal dari ekonomi 
rendah yang mudah tergiur dengan janji-janji yang menyesatkan anggota 
keluarga mereka. Untuk itu dengan adanya kegiatan-kegiatan dalam 
pemberdayaan keluarga ini dapat membuat keluarga-keluarga tersebut 
tidak tergantung pada orang lain dan dapat hidup mandiri. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Perlindungan 
Anak Bapermas P3AKB Kota Surakarta berikut ini: 
“kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan koordinasi 
dengan Bidang PP ini sangat besar manfaatnya mbak, dengan 
pembinaan ini kan keluarga-keluarga yang rawan ESKA itu 
dapat menemukan sumber pendapatan lain gitu selain 
mengorbankan anggota keluarganya dengan melakukan 
kegiatan seksual komersil itu yaa. Kalo korbannya saja yang 
kita rehab tapi keluarganya tidak kita carikan solusi untuk 
mendapatkan sumber pendapatan lain yaa bisa-bisa si korban 
itu balek lagi mbak ke dunia prostitusi karena alasan ekonomi.” 
(Hasil Wawancara) 
 
Selanjutnya koordinasi antara Bidang Perlindungan Anak dengan 
Bidang Keluarga Berencana diwujudkan dalam kegiatan pelayanan 
kesehatan reproduksi remaja (KRR). Untuk tahun 2009 dilakukan 
penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja kepada remaja di 5 
kecamatan sebanyak 100 orang dalam rangka untuk meningkatkan 
pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Pendidikan Kesehatan 
Reproduksi Remaja ini diberikan melalui program-program 
kemasyarakatan seperti yang diberikan di Karang Taruna atau 
Perkumpulan Remaja Masjid atau perkumpulan remaja lainnya yang 
tergabung dalam agama Katholik/Prostetan dan lain sebagainya. 
Pendidikan Kesehatan Reproduksi juga diberikan di klinik-klinik 
kesehatan seperti yang tersedia di Puskesmas Sangkrah dan Puskesmas 
Manahan yang sudah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi 
remaja (Program Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi Remaja yang 
dikembangkan oleh Dinas Kesehatan). 
Tujuan utama dari Pendidikan KRR adalah untuk memberi 
informasi dan pengetahuan pada remaja mengenai seluk beluk kesehatan 
reproduksi, masalah-masalah dalam kesehatan reproduksi, bentuk-bentuk 
pola-pola persahabatan antara laki-laki dan perempuan, pemahaman 
tentang anatomi dan fisiologi organ-organ reproduksi, terutama yang 
berkaitan dengan fungsi seksual dan bagaimana menjaga organ-organ 
reproduksi agar tetap sehat dan tidak tertular penyakit seksual. 
Aspek sosial dari Pendidikan KRR seperti bagaimana menunda 
pernikahan, hal-hal yang perlu diwaspadai oleh remaja pada waktu 
berpacaran dan bagaimana bernegosiasi tentang hubungan seksual yang 
tidak diinginkan, pelecehan sesksual, PMS/HIV/AIDS dan 
penyalahgunaan narkoba juga merupakan bagian penting dari Pendidikan 
KRR. Cara penyampaian Pendidikan KRR dilakukan melalui pendidikan 
sebaya dan konsultasi, diskusi kelompok, dan cara-cara mengatasi 
masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas, KIE (konsultasi, informasi 
dan edukasi) secara public, dengan melibatkan pembina-pembina orang 
dewasa. 
Berdasarkan laporan pelaksanaan fasilitasi KLA dan sosialisasi 
PNBAI kota Surakarta tahun 2009 diketahui bahwa karang taruna di 
kelurahan Mangubumen telah melaksanakan kegiatan kesehatan 
reproduksi remaja (KRR) dimana pemberi materi adalah karang taruna 
dan mahasiswa yang kompeten dalam masalah ini. Dengan pemahaman 
yang baik dan komprehensif tentang tubuh dan seksualitas, diharapkan  
rasa penasaran tidak sebesar ketika anak buta pemahaman mengenai seks 
dan masalah seputar reproduksi. 
Selanjutnya untuk koordinasi dengan pihak luar Badan yang 
dilakukan oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta yaitu dengan pihak-
pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan ESKA yang 
menyediakan pelayanan-pelayanan yang berupa pelayanan medis, 
pelayanan psikologis, dan pelayanan hukum. Berikut ini adalah uraian 
koordinasi yang dilaksanakan oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
dengan pihak luar Badan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan 
penanggulangan ESKA di Kota Surakarta: 
1. Koordinasi dengan Penyedia Pelayanan Medis 
Koordinasi yang dilakukan dengan penyedia pelayanan medis yaitu 
koordinasi dengan petugas kesehatan di rumah sakit atau puskesmas 
milik pemerintah/POLRI.  Rumah sakit atau puskesmas yang dimaksud 
yaitu Poliklinik Bhayangkara Polwil Surakarta, RSUD Dr. Moewardi, 
Puskesmas Sangkrah dan Puskesmas Manahan. Keempat sarana 
kesehatan milik POLRI/pemerintah ini menjadi rujukan untuk 
memberikan pelayanan medis baik itu untuk konsultasi, perawatan 
kesehatan, visum dan lain-lain. 
Dalam memberikan pelayanan medis kepada korban, petugas 
kesehatan wajib membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan korban dan 
visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat 
kekuatan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat 
bukti. (Perda Kota Surakarta No.3 Th.2006 Ps.21 ayat 1 huruf g). hal 
senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak 
Bapermas P3AKB Kota Surakarta berikut ini: 
“…setelah melakukan pemeriksaan kepada korban itu yaa 
mbak, petugas itu harus membuat bukti pemeriksaan. Hal ini 
untuk keperluan penyidikan kalo kasus tersebut mau dibawa ke 
jalur hukum dan hasil pemeriksaan itu memiliki kekuatan 




2. Koordinasi dengan Penyedia Pelayanan Psikologis 
Koordinasi yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
dengan penyedia pelayanan psikologis yaitu koordinasi dengan anggota-
anggota PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan Anak Surakarta) yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan 
psikologis. Sesuai dengan pengelompokan kerja yang dilakukan PTPAS 
dimana Bapermas tercatat sebagai koordinator umumnya, pelayanan 
psikologis untuk masalah ESKA dilaksanakan oleh Yayasan Kakak 
(Kepedulian Untuk Konsumen Anak). 
Pelayanan psikologis yang diberikan antara lain: konseling, terapi 
dan pendampingan psikologis. Yayasan Kakak mempunyai metode 
tersendiri yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada anak-
anak yaitu melalui pendekatan personal dengan tujuan agar terjadi 
keterikatan hubungan antara Yayasan Kakak sebagai konselor dengan 
anak-anak sehingga mereka merasa nyaman dan percaya kepada 
Yayasan Kakak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Staf Yayasan Kakak 
berikut ini: 
“untuk pelayanan psikologis itu kita ada tes psikologinya lho.. 
ini biar ada ikatan gitu antara Kakak dengan anak-anak itu 
mbak. Kita kadang juga minta bantuan psikolog khusus juga 
untuk masalah-masalah yang cukup berat dan konselor dari kita 
tidak mampu” (Hasil Wawancara) 
 
Dalam memberikan pelayanan psikologis, Yayasan Kakak tidak 
mematok waktu. Pelayanan ini akan terus dilakukan sesuai yang 
diinginkan oleh anak-anak yang membutuhkan konsultasi. Untuk tempat 
konsultasipun tidak harus dilakukan di kantor Yayasan Kakak namun 
disesuaikan dengan keinginan anak-anak yang akan berkonsultasi. 
Sering juga konsultasi dilakukan outdoor misalnya di taman. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Staf Yayasan Kakak berikut ini: 
“kegiatan konsultasi yang kita berikan itu tidak harus dilakukan 
di sekretariat mbak, banyak juga anak-anak itu ngajak 
ketemuan kita di luar untuk curhat tentang masalah mereka. 
Kadang di rumah mereka, kadang juga di taman-taman gitu. 
Kalo dari kita sih ndak masalah yaa mbak yang penting itu 
anak-anak nyaman untuk cerita ke kita.” (Hasil Wawancara) 
 
Untuk anak-anak yang sudah terjerumus dalam aktivitas seksual 
komersial yang menjadi asuhan/binaan Yayasan Kakak dilakukan terapi 
untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka. Terapi ini diwujudkan 
melalui teater. Teater ini dipilih sebagai salah satu bentuk pemulihan 
psikologis dimana anak-anak tersebut dapat mengekspresikan diri 
mereka melalui kegiatan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Staf 
Yayasan Kakak berikut ini: 
“kegiatan untuk pemulihan psikologis kita lakukan dengan 
mengikutsertakan anak-anak itu dalam teater mbak. Selama ini 
antusiasme anak-anak itu tinggi, mungkin karena anak-anak itu 
kan identik dengan dunia bermain yaa jadi mereka seneng 
ketika kita ikutkan dalam kegiatan teater itu. Untuk tema pada 
setiap pementasan juga lain-lain lho mbak namun masih 
seputar ESKA”  (Hasil Wawancara) 
 
Terkait dengan kegiatan teater, Kepala Bidang Perlindungan Anak 
Bapermas P3AKB Kota Surakarta menyampaikan bahwa: 
“untuk kegiatan teater binaan Yayasan Kakak itu bagus sekali 
yaa mbak, kami juga sering diundang kalo ada pementasan. 
Waktu itu saja dalam waktu 2 tahun mereka sudah 8 kali 
pentas, menurut kami sudah sangat bagus yaa. Jika kegiatan ini 
digunakan untuk pemulihan psikologis anak-anak, kami rasa 
hal tersebut tepat sekali. Mereka kan masih tergolong anak-
anak yaa yang masih suka bermain, teater itu bisa digunakan 
sebagai tempat bermain mereka dan mereka juga dapat 
berekspresi dengan tokoh yang dimainkannya kan” (Hasil 
Wawancara) 
 
Untuk dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan 
ini Yayasan Kakak swadaya sendiri. Selama ini Yayasan Kakak 
memperoleh dana dari Terres Des Hommes Nederlands (Belanda). 
Pemerintah hanya dapat memberikan dana untuk kegiatan Badan saja 
namun untuk luar Badan biasanya swadaya sendiri. Seperti pernyataan 
Kepala Bidang Perlindungan Anak berikut ini: 
“menyangkut dana untuk kegiatan pelayanan itu ndak harus 
selalu dari Pemkot yaa mbak, kalo dari LSM itu ada yaa 
biasanya mereka swadaya sendiri. Soalnya untuk kegiatan 
dalam Badan saja kami juga sering kekurangan mbak, tiap 
tahun itu kan anggaran tidak tetap kadang malah berkurang 
mbak dari tahun sebelumnya. Kalo berhubungan dengan 
anggaran/dana kan harus mendapat persetujuan DPRD yaa 
mbak jadi kalo ndak dapat persetujuan yaa kita ndak dapat 
berbuat apa-apa, paling yaa dapat suntikan dana dari lembaga 
internasional yang dapat membantu misalnya UNICEF itu.” 
(Hasil Wawancara) 
 
Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh 
Yayasan Kakak berikut ini: 
“memang mbak dana ndak selalu dari pemerintah, kadang kita 
itu swadaya sendiri dan ada lembaga internasional yang 
membantu kami yaitu Terres Des Hommes dari Belanda mbak. 
Soal dana kita sering dapat dari lembaga tersebut. Meskipun 
kita juga sering kesulitan dana mbak untuk membiayai 
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu. Ya cara yang biasanya 
kita lakukkan dengan mengurangi anggaran untuk setiap 
kegiatan untuk dapat membiayai kegiatan yang lain mbak.” 
(Hasil Wawancara) 
 
Kesulitan dana yang dialami oleh Yayasan Kakak ini dapat menghambat 
jalannya kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan ESKA 
di Surakarta ini. Kiranya hambatan ini dapat menjadi perhatian dari 
pemerintah kota Surakarta. 
 
3. Koordinasi dengan Penyedia Pelayanan Hukum 
Pelayanan hukum ini diberikan oleh unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak (PPA). Unit PPA ini merupakan struktur baru di lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi kelengkapan 
organisasi mulai dari tingkat MABES, POLDA sampai POLRES. Unit 
ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berupa penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak 
yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap 
pelakunya. Layanan yang diberikan Unit PPA akan dilaksanakan di 
Ruang Layanan Khusus (RPK) yang memang dipersiapkan khusus untuk 
keperluan tersebut. 
Dengan Unit PPA ini diharapkan layanan yang diberikan oleh 
jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada perempuan dan 
anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan, akan lebih 
ramah dan sensitif terhadap aspirasi dan kepentingan perempuan dan 
anak. Para personil yang ditugaskan pada Unit PPA juga dibekali dengan 
pengetahuan dan keterampilan teknis dalam menyelesaikan masalah 
yang terkait dengan perempuan dan anak. 
Koordinasi yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
dengan penyedia pelayanan hukum yaitu koordinasi dengan RPK (Ruang 
Pelayanan Khusus) Poltabes/Polres Surakarta. Apabila kasus yang terjadi 
akan diproses secara hukum, LSM dapat melakukan pendampingan dan 
penguatan korban yang kemudian mengajak ke Rumah Sakit untuk 
pemeriksaan tubuh korban sebagai pembuktian. RPK memproses perkara 
yang menimpa korban semaksimal mungkin serta mengupayakan agar 
kasus dapat dilimpahkan ke Kejaksaan dan diteruskan ke Pengadilan. 
Oleh karena seringkali korban tidak mengerti hukum, bagaimana 
prosedurnya dan bagaimana melaporkan kejadian yang menimpanya, 
maka pendampingan dan penguatan korban yang dilakukan oleh LSM 
sangat membantu. Untuk kasus ESKA ini Yayasan Kakak melakukan 
pendampingan hukum untuk memberikan dukungan dan penguatan 
dalam hal hukum dengan kegiatan yaitu: 1) Memberikan informasi 
tentang hak-hak dan status korban; 2) Membantu dalam pelaksanaan 
visum di Rumah Sakit; 3) Pendampingan korban ketika penyidikan di 
Kepolisian; 4) Memberikan saran untuk menghadirkan alat bukti; 5) 
Pendampingan korban dalam proses pengadilan. 
Hal tersebut sesuai dengan pernyatan Staff Yayasan Kakak berikut ini: 
“untuk mendapatkan pelayanan hukum itu biasanya korban 
yang sebelumnya kita jangkau/datang ke kita itu, kita berikan 
pengertian mbak tentang hak-haknya, kita sadarkan mereka 
gitulah. Kemudian kasus tersebut dilaporkan ke polisi, selama 
proses penyidikan kita selalu mendampingi yaa, kan umumnya 
mereka itu kurang paham masalah hukum. Kita juga kasi tau 
bagaimana prosedur di Pengadilan itu yang harus ada alat bukti 
yaa mbak, jadi kita menyarankan untuk melakukan visum yang 
bisa digunakan sebagai alat bukti.” (Hasil Wawancara) 
 
4. Pengawasan (Controlling) 
Dalam penelitian ini pengawasan adalah suatu aktivitas yang dilakukan 
Bapermas P3AKB Kota Surakarta untuk melihat apakah program/kegiatan 
yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB 
merupakan pengawasan umpan balik, maksudnya pengawasan dilakukan 
setelah kegiatan dalam perencanaan dilaksanakan. Secara umum tujuan 
fungsi manajemen atau kegiatan ini adalah untuk mengawasi kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya ESKA dan 
perlindungan terhadap anak korban ESKA agar lebih dapat berjalan secara 
maksimal. 
Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bapermas P3AKB untuk 
kegiatan dalam lingkup Badan adalah dalam wujud laporan 
pertanggungjawaban yaitu adanya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintahan) karena setiap program/kegiatan yang dilakukan 
selalu dialokasikan anggaran maka perlu adanya laporan untuk melihat 
bagaiman pelaksanaan dari program/kegiatan tersebut. Hal ini sesuai 
pernyataan Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapermas P3AKB Kota 
Surakarta berikut ini: 
“kalo bicara tentang pengawasan yaa mbak, di Bapermas ini 
ada semacam laporan pertanggungjawaban keuangan mbak. 
Kan setiap kegiatan itu menggunakan dana yaa jadi perlu 
dilaporkan dana itu apakah penggunaannya sesuai dengan 
rencana terus dilihat juga bagaimana realisasi fisiknya. Lakip 
itu lho mbak yang dilaporkan kepada Pak Widdi Kepala 
Bapermas” (Hasil Wawancara) 
Khusus tahun 2009 hasil laporannya sebagai berikut: 
1) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesehatan gender, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kegiatannya ialah 
sosialisasi kota layak anak dan workshop perlindungan anak dengan 
anggarannya sejumlah Rp.137.550.000,00 setelah pelaksanaan 
kegiatan anggaran yang digunakan Rp. 135.425.000,- dengan realisasi 
Rp.135.425.000 dengan realisasi keuangan 98,5% namun Realisasi 
fisik sudah mencapai 100%. 
2) Pengembangan  sistim informasi gender dan anak. Kegiatan yang 
dilaksanakan yaitu Jambore Anak, Puncak Hari Anak, Pengadaan 
Lemari dan kursi Taman Cerdas, Pengadaan Buku-buku cerita serta 
Pengadaan Permainan Anak Taman Cerdas. Anggaran untuk kegiatan 
ini sejumlah Rp.399.750.000,- setelah pelaksanaan kegiatan anggaran 
yang digunakan Rp.367.461.992,- dengan realisasi keuangan 91,9% 
namun realisasi fisik sudah mencapai 100%. 
3) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa, 
keluarannya yaitu adanya Gerakan Wajib Jam Belajar (WJB) dan 
terselenggaranya bulan bhakti gotong royong. Anggaran dari kegiatan 
ini sejumlah Rp.232.567.669,- setelah pelaksanaan kegiatan anggaran 
yang digunakan Rp.184.514.310,- dengan realisasi keuangan 79,3% 
namun realisasi fisik sudah mencapai 100%. 
4) Fasilitas forum pelayanan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) bagi 
kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah, keluarannya 
yaitu adanya Pembinaan remaja tentang KRR anggaran yang 
dialokasikan untuk kegiatan ini sejumlah Rp.68.775.000,00 setelah 
pelaksanaan kegiatan anggaran yang digunakan Rp.68.430.000,- 
dengan realisasi keuangan 99,5% namun realisasi fisik sudah mencapai 
100%. 
5) Kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban 
eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak; kegiatannya digunakan 
untuk pengelolaan dan rehab gedung Graha Yoga Pertiwi. 
Anggarannya sejumlah Rp.105.920.000,- setelah pelaksanaan kegiatan 
anggaran yang digunakan Rp.101.799.985,- dengan realisasi keuangan 
96,1% namun realisasi fisik sudah mencapai 100%. 
6) Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan 
kesetaraan gender; kegiatannya ialah sosialisasi P2MBG (Program 
Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender) bagi 
tokoh masyarakat dan masyarakat. Kegiatan ini mempunyai volume 
400 orang dengan anggaran sejumlah Rp.56.179.913,- setelah 
pelaksanaan kegiatan anggaran yang digunakan Rp.56.179.913,- 
dengan realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik mencapai 100%. 
7) Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam 
mengelola usaha; kegiatannya yaitu mengadakan pelatihan 
managemen usaha bimbingan teknis produksi dan pengadaan barang 
alat ekonomi produktif. Anggarannya sejumlah Rp.137.550.000,- 
setelah pelaksanaan kegiatan anggaran yang digunakan 
Rp.129.906.150,- dengan realisasi keuangan 94,4% namun realisasi 
fisik sudah mencapai 100%. 
Bentuk pengawasan yang dilakukan di luar Badan yaitu dengan 
mengadakan rapat koordinasi setiap 3 (tiga) bulanan antara 
lembaga/institusi/organisasi yang menjadi mitra Bapemas P3AKB dalam 
upaya penanggulangan ESKA. Dalam rapat tersebut setiap anggota diberi 
kesempatan untuk menyampaikan laporan evaluasi dan monitoring yang 
dilakukan masing-masing anggota tersebut terkait dengan penanggulangan 
ESKA yang mereka lakukan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala 
Bidang Perlindungan Anak Bapermas P3AKB Kota Surakarta sebagai 
berikut : 
“kalo untuk kegiatan penanggulangan yang dilakukan di luar 
Badan itu kami menyebutnya bukan pengawasan yaa mbak tapi 
hanya semacam sharing atau kegiatan evaluasi dan monitoring 
gitu yaa.. biasanya kita lakukan 3 bulan sekali, dalam rapat ini 
setiap anggota dapat membagi pengalamannya selama 
pendampingan korban terus juga hambatan-hambatan yang 
mereka temui seperti apa. Nanti sama-sama kita cari solusinya. 
Namun akhir-akhir ini kegiatan ini tidak berjalan mbak karna 
kesibukan masing-masing anggota.” (Hasil Wawancara) 
 
Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa kegiatan evaluasi dan 
monitoring yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Bapermas 
P3AKB Kota Surakarta dengan lembaga/organisasi/institusi 
penanggulangan ESKA yang tergabung baik itu dalam Gugus Tugas 
maupun PTPAS tidak berjalan seperti biasa dengan alasan kesibukan 
masing-masing. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya 























Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa Manajemen Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 
(Bapermas P3AKB) dalam menanggulangi masalah ESKA yang terjadi di 
Kota Surakarta dapat dikatakan cukup baik meskipun ada beberapa 
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penanggulangan ESKA 
yang direncanakan oleh Bapermas P3AKB Kota Surakarta adalah kegiatan 
dalam tindakan pencegahan, perlindungan, pemulihan dan reintegrasi. 
Pengalokasian anggaran untuk keseluruhan kegiatan yang dilakukan 
bersumber pada APBD Kota Surakarta. 
Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ESKA melalui 
tindakan pencegahan tampak pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Bapermas P3AKB misalnya dengan mengadakan kegiatan 
sosialisasi/penyuluhan PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia) 
serta kampanye publik yang diadakan setiap hari Anak Nasional pada 
tanggal 23 Juli. Pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan di tingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) yang anak-anaknya rentan menjadi korban 
ESKA. 
Untuk tindakan perlindungan ada beberapa pelayanan yang 
diberikan yaitu: pelayanan medis (konsultasi, Pengobatan, perawatan 
kesehatan, tes laborat, visum dan lain-lain); pelayanan psikologis 
(Konseling, Terapi, pendampingan psikologis); pelayanan Hukum 
(Penyidikan, konsultasi, pendampingan proses hukum dan lain-lain). 
Pemberian beberapa pelayanan ini belum memiliki Standart Pelayanan 
Minimal sehingga belum ada tolak ukur untuk mengetahui seberapa 
penanganan terhadap korban ESKA dijalankan dengan efektif dan efisien. 
Dalam memudahkan mengatur tugas dan membagi tanggungjawab 
antar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 
penanggulangan ESKA sehingga tidak saling bertentangan dalam 
melakukan tindakan, Bapermas P3AKB membentuk pengurus baik itu 
dalam lingkup Badan maupun pihak-pihak luar yang terlibat langsung 
dalam pelaksanaan perencanaan tentang penanggulangan ESKA. Untuk 
pelaksanaan kegiatan penanggulangan ESKA ini dilakukan dengan 
koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal. Koordinasi vertikal 
yang dilakukan terlihat antara Bidang Perlindungan Anak dengan 
bawahannya yaitu Subbidang Pengembangan Perlindungan Anak dan 
Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Koordinasi horisontal 
dilakukan dengan bidang-bidang lain dalam lingkup Bapermas P3AKB 
dan pihak-pihak luar Badan, terlihat antara Bidang Perlindungan Anak 
dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Bidang Keluarga Berencana untuk lingkup satu Badan. 
Dalam lingkup luar Badan dilakukan saat memberikan pelayanan baik itu 
medis, psikologis maupun hukum. Dan diketahui kendala yaitu adanya 
kesulitan dana untuk pembiayaan kegiatan yang dialami oleh Yayasan 
Kakak dalam pendampingan dan pemberi pelayanan. 
Pengawasan yang dilakukan Bapermas P3AKB Kota Surakarta 
terkait dengan kegiatan penanggulangan ESKA diwujudkan dalam 
pembuatan laporan pertanggungjawaban yaitu LAKIP (Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) untuk kegiatan dalam 
lingkup Badan sedangkan pengawasan di luar Badan dilakukan dengan 
mengadakan rapat pleno setiap 3 bulan untuk semua anggota. Namun rapat 
koordinasi yang berjalan diketahui kurang aktif. Hal ini ditunjukkan dari 
tidak datangnya beberapa anggota yang bekerja sama dengan Bapermas 
P3AKB Kota Surakarta dalam rapat koordinasi sehingga menghambat 
berjalannya kegiatan ini. 
B. Saran 
Sejumlah saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan 
Manajemen Bapermas P3AKB Dalam Menanggulangi ESKA Di 
Surakarta, antara lain adalah : 
1. Mengetahui adanya rapat pleno yang kurang berjalan dengan baik 
dalam upaya penanggulangan yang dilakukan. Hal ini dapat 
menghambat proses koordinasi yang dilakukan dan para anggota tidak 
dapat menyampaikan laporan evaluasi dan monitoring yang dilakukan 
masing-masing dari mereka khususnya kepada Pemerintah dan seluruh 
anggota pada umumnya. Untuk itu, penting kiranya untuk 
mengaktifkan rakor ini kembali mengingat pentingnya penyampaian 
laporan monitoring untuk melihat perkembangan kasus ESKA yang 
terjadi di Surakarta dan proses upaya penanggulangan yang 
dilaksanakan di lapangan. Namun, kesadaran dan tanggung jawab dari 
setiap anggota tetap menjadi kunci utama dalam kegiatan 
penanggulangan ESKA ini. Apabila hal tersebut tidak dimiliki maka 
kerjasamapun tidak akan terjalin dengan baik dan upaya 
penanggulangan tidak dapat dilakukan secara maksimal. 
2. Permasalahan lain yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan 
penanggulangan adalah pada masalah dana. Dana yang dimiliki 
seringkali tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sekalipun 
telah ada bantuan internasional dari Tere De Hommes. Untuk 
mengatasi permasalahan dana ini, sebaiknya dari pihak Yayasan Kakak 
mencari sponsor lain untuk melaksanakan seluruh kegiatan 
penanggulangan ESKA agar kegiatan yang telah direncanakan dapat 
terlaksana semua. Mengadakan acara untuk galang dana dalam  
kegiatan sosial juga dapat dilakukan misalnya ketika peringatan Hari 
Anak. 
3. Belum adanya tolak ukur dalam memberikan pelayanan dapat 
diantisipasi dengan segera meresmikan adanya Standart Pelayanan 
Minimal bagi penanganan korban ESKA dan segera 
mensosialisasikannya. 
 
